
i~-::11i.mbang 

!'--·~.:~ ng:!.n go.t 

Jv!cm ta.pkun 

MENTER I KESEHA TAN 
REPUBl.IK INDONESIA 

* 

.I 
! 

PER/l.TURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR :920/Men.Kes/Per/XII/86 

TENTANG 
UPJ\YA PEI.AYANAN KESFHATAN SWASTA DI BIDANG lvffiDIK 

M:~N112JU KESEl-iATAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa pcran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya pelayanan 

kesehatan swasta secara rnerata , terjangkau clan dapat cliterima oleh 

ma.syarakat sesuai Sistem Kesehatan Nasional sema1dn n-eningkat clan 

berkembang; 

b . bahwa peningkat~m clan pengembangan terse but perlu cliatur, clim·rnsi 

dan cl:i.bina untuk rnelindm1gi masyarakat agar upaya pelayanan kesehat

Ctn swas ta bermmuaa t bagi mas yarakat; 

c. bahwa Peratrn:an Menteri Kesehatm1 Republik Indonesia Nomor : 523/ 

Men.Kes/Per/XI / _1982 dipanda.ng tidak memadai lagi unttik menamptmg 

haJ.-hal terse but di atas, olch karena · i tu perlu diganti. 

1. Undanz.-Und;mg Nomor 9 Tahun 1960 tentmi.g Pokok-Pokok Kesehatan 

(Lemlnn:m NcgaTa Talrnn 1960 Nomor 131, Trunbahru1 l.embaran Negara 

No.mor 206 8) ; 

2. Keputus<:m Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahllll 1974 tentang 

Pokok-Pokok Organisas i Departemen ; 

3. Keputusan Pres:i.den Republik Indonesia Nomor 15 Tahtm 1984 ten tang 

Susunan Organisasi Tupartemen. 
' 
\ 

'•, 

MEM UTUSKAN 

PEMTITl~~ MENIERI ICESEH./\TAN REPlIBLIK INDONESIA 1ENTANG UPAYA PELJ\YANAN 

KESEHAT/\N SWN3TA DI BIDANG MGDIK . 

BAB I 
KE'IENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Yang dimak;ud dalam Peraturan ini dengan .. 

. .... 
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a. Pelayanan Kesehatan Swasta di . Bidang Medik adalah merupakan bagian .integral 

dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok 

atau yayasan yang meliputi terutarna upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan 

(rehabili tatif) ; cl ,\, ,. ) i 

b. Pelayanan ~clik Dasar adalah pelayanan medik terhadap indi vidu atau keluarga 

dalam rnasyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal · dokter tunum 

a tau dokter gigi; 

c. Pelayai'1.1.11 Meclik Spesia.listik adalah pelayanan medik terhadap individu atau ke

luarga dal r:1m masyarakat yang dilaksanalcan oleh dokter. spesialis atau dokter gigi 

spesialis atau kelompok dokter spesialis; 

d. Fungsi s os ial a<lalah n~ncenninkan upaya pelayanan medik de.ngan mempertimbangkan 

irnba.lart jasa yang clapat dijangkau oleh inasyarakat dan menyecliakan sebagian dari 

fasili tas pelayanan rawat nginap untuk orang yang kurang dan atau tidak mampu 

rnembayar sesuai dengan peraturan penmdang-undangan yang berlaku; 

e. Rwnah Saki t Unum adalah tempat pelayanan yang menyele.nggarakan pelayanan medik 

<lasar clan spcsialistik, pelayanan penunj ang meclik, pelayanan instalasi dan pe

layamm perawatan sccara rawat jalan dan rawat nginap; 

f. Humah Srud t Khusus adalah ternpat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan rne

dik spesialistik tertentu, pelayanan pemmjang medik, pelayanan instalasi dan 

pclayanan perawatan secara rawat j alan dan rawat nginap; 

g. Rtm1ah Bersalin aclalah ternpa.t yang rrenyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wa

ni ta ha1nil, bersalin clan mas a nifas fisiologik tennasuk pelayanan Keluarga Be

rencana serta perawatan bayi baru lahir; 

h. Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang dokter 

umum, dokter gigi, dokter spesialis a tau dokter gigi spesialis dengan atau tan

pa menggunakan penunjang medik; 

i. Praktek Berkelompok adalah ·peny:elenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh 

dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau 

tanpa menggunakan penunj ang meclik; 

j. Balai Kescjahteraan Ibu dan Anal< (BKIA) adalah ternpat untuk memberikan pelayanan 

medik dasa.r kepada wanita harnil, bayi dan anak prasekolah, dan pelayanan Keluarga 

Bc;; rencana; 

k ~ 'Balai ..... 
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k. Balai Pengobatan adalah tempat wTtuk memberikan pelayana..'1 medik dasar secara 

rawat jalan. 

BAB II 
PEIAY.A.i'il-\N KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIK 

Pasal 2 

Pelayanan Kesehatan Sivasta di Bidang Medik terdiri dari 

a. Pelayanan M3dik Das ar ; 

b. Pelayanan Medik Spesialistik. 

BAB III 

BENTUK PELAYANAN KESEHATAl\J SWASTA DI BIDANG MEDIK 

Pasal 3 

Bentuk Pelayanan J\bdik Dasar adalah 

a. Praktek Perorangan Dokter Umum; 

b. Praktek Perorangan Dokter Gigi; 

c. Prektek Berkelompok Dokter U!num; 

d. Praktek Bcrkelompok lJokter Gigi; 

e. Balai Pengoba tan; 

f. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak; 

g. Rrnnah Bers alin; 

h. Pelaynna.n ~dik Dasar lain yang di tetapkan oleh }lenteri Kesehatan. 

Pasal 4 

Bentuk Pelayan..1.n J'v£clik Spesialis tik aclalah 

a. Praktek Perora..i1gan fukter Spesialis ; 

. b. Praktek Perorangnn Dokter G.igi Spesialis; 

, q Praktek Berkelompok Dokter Spesialis; 
'4./ 

d. ·- Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis; 

e • Rumah Saki t U!num; 

· f. Rumah· Saki t Khusus; 

, g. Pelayanan ~bdik Spesialis tik lain yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan. 
\ ,.,..·· 

BAB IV ..... 
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BAB IV 

PERSYARATAN 

Bagian Pertama 

Lokasi 

Pasal 5 

Tempat Pelayanan J'v1edik Dasar dan Pelayanan Medik Spesialistik harus di tempat yang 

sesuai dengan fungsinya. 

Bagian Kedua 

Persyaratan Upaya Pelayanan J'v1edik Dasar 

Pasal 6 

(1) Praktek Perorangan Dokter Umum dilaksanakan oleh seorang dokter umtun dengan per

syaratan sebagai berikut : 

a. J\1ernpunyai Surat Izin Dokter dan Surat Izin Praktek sesuai dengan peraturan 

perundang-unda:ngan yang berlaku; 

b. Mempunyai satu teJTTi?at praktek yru1g menetap dan terdiri dari ruang periksa, 

ruang tunggu, clan niang kamar mandi/WC; 

c. · Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi dokter tunum dan peralatan gcri.;at 

darurat scderhana. 

(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana climaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga para , 

meclis penrwatan dan atau tenaga administrasi. 

Pasal 7 

(1) Praktek P0rorru1gan Dokter Gigi dilaksanakan oleh seorang dokter gigi de.ngan per

syaratan sebagai berikut : 

a. J\1empwl}'ai Surat Izin Dokter clan Sl,irat Izin Praktek sesuai dengan peraturan 

perw1dang-undangan yang berlaku; 

b. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap clan terdiri dari ruang periksa, 

ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC; 

c. il\'bmpunyai peralatan diagnostik dru1 terapi standar dokter gigi clan peralatan 

gawat clarurat sederhana. 

(2) Dalrun pelaksanaan sebagaimru1a dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga para

med.is perawatan cla11 a tau tenaga administrasi. 

Pasal 8 

(1) Praktek Berkelompok Dokter Umt.nn diselenggaralcan oleh yayasan atau perorangan 

dengan persyara tan sebagai berikut : 

a~ ·nipimpin 



,,,. 
" 

,. 

MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDDNESIA 

* 

- 5 

a. Dipimpin oleh seora_ng dokter tuntun sebagai penru1ggm1g jawab; 

· b. Dilaksa11akan oleh beberapa orang dokter tnnum; 

c. Masing-rnasing rnempunyai Surat Izin Praktek (S~P) sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

cl. M:~rnpurryai satu ternpat praktek yang menetap dan terdiri dari beberapa 

ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang karnar rnandi/WC; 

e. M:~mpm1yai peralatan diagnostik dan terapi dokter unum dan peralatan 

gawat darurat . sederhana. 

(2) Dalarn pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa 

tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga adrninistrasi. 

Pasal 9 

(1) Praktek Berkelompok Dokter Gigi diselenggarakan oleh yayasan atau·perorangan 

dengan persyaratan sebagai berikut : 

a. Dipimpin oleh seorang dokter gigi sebagai penanggung jawab; 

b. Dilaksmiakan oleh beberapa orang dokter gigi; 

c. Masing-masing mernpunyai Surat I zin Praktek (SIP) sesuai dengan peraturan 

penmdang-w1Cla.ngan yang berlaku; r 
d, Mernpunyai satu ternpat praktek yang menetap dan terdiri dari beberapa ruang 

periks a, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC; 

e. Mcmpunyai peralatan diagnostik elem terapi standar dokter gigi dan peralatan 

gawat darurat sederhana. 

(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (l) dapat dibantu oleh beberapa 

tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga administrasi. 

Pasal · 10 

(1) l3alai Pengobatan diselenggarakan oleh ya.yasan atau perorangan, de_ngan persyarat

an scbagai berikut : 

a. D.i.pimpin minimal oleh seorang parameclis perawatan yang berpengalaman di 

bawah pengawasan, bimbingan, dan pembinaan seorang dokter yang mempurryai 

Surat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab; 

b . M~n~1tmyai _ satu ternpat praktek yang rnenetap dan terdiri dari ruang periksa, 

rmmg tunggu, dan ruang kamar rnandi/WC; 

c. ~k:!mpunyai fasiJ.i tas peralatan diagnostik clan terapi sederhana sesuai kewe

nanga.n perawat dan peralatan gawat darurat sederhana serta rnen)rediakan obat

obat untuk keperluan pelayanan medik dasar. 

(2) Dalam ..... 
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(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat d.ibantu oleh beberapa 

tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga aclministrasi. 

Pasal 11 

(1) Bal~i Kesejahteraan Ibu dan Anak diselenggarakan oleh '. )rayasan atau perorangan 

dengan persyaratan sebagai berikut : 

a. Dipimpin minimal oleh seorang paramedis J.<:ebidanan yang berpengalaman di 

bmvah pengawasan seorang dokter yang mernpunyai Surat I zin Praktek (SIP) 

sebagcri penanggung jawab; 

b. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang pei'iksa, 

ruai1g tunggu, clan ruang kamar mandi/WC; 

c. 1'-'k:!rnpunyai fas i 1i tas per ala tan s tandar praktek bidan sesuai de.ngan pera turan 

pcrundang-undangmi yang berlaku; 

(2) Dalmn pelaksanaan sebagaimmIB dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa 

tenaga paramedis perawatru1/kebidanan clan atau tenaga administra.Si. 

Pasal 12 

(1) Rlllnah Bersalin cliselenggarakan oleh yayasan a.tau perorangan dengaJ1 persyaratru1 

sebagni berikut : 

a. D.ipimpin oleh seorang paramedis kebidar1an yang berpengaJamaJ1 di bawah pe

ngawasan seorang dokter yang mempmiyai Surat Izin Praktek (SIP) sebagai 

pcnanggw1g jawnb; 

b. Mcrnpunyai satu tempat praktek yang menetap dru1 terdiri dari ruaJ1g periksa, 

ruang persalinan, dan ruang rawat nginap minimal 10 (sepuluh) tempat tidur 

clan maksimal 25 (dua puluh lima) terrq)at tidur; 

c. Mcmpw1yai fasi1itas peralatan diagnostik bidan sederhana daJ1 peralatan gawat 

darurat seclerl1ana serta rnenyeclinkan obat-obat untuk keperluan pelayanan 1re

dik dasar. 

(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh minimal 2 

(dua) orru1g pararnedis kebidanan clan minimal 2 (dua) orang tenaga paramedis pe

rawatan, tenaga aclministrasi, clan tenaga lainnya sesuai <lengaJ1 kebutuhaJ1. 

Bagi an 
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Bagian Ketiga 

_;. 

Persyaratan Upaya Pelayanan Medik Spesialistik 

Pasal 13 

(1) Praktek Perorangan Dokter Spesialis dilaksanakan oleh seorang dokter spesialis 

dengnn persyaratan sebagai berikut : 

a. MJmpunyai Surat Izin Praktek Spesialis sesuai dengan peraturan perundang

tmdangan yang berlaku; 

b. :Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa 7 

n1ang tunggu, dan ruang kamar mandi /WC; 

c. ~bmpunyai peralatan kedokteran spesialistik dan peralatan gawat darurat 

sederhana . 

(2) Dalcun pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga para

rnedis ·.:per awa tan dan a tau tenaga aclminis tra.s i . 

Pasal 14 

(1) Praktek Perorangan fukter Gigi Spesialis dilaksanakan oleh seorang dokter gigi 

spesialis dengan persyaratan sebagai berikut : 

a. Mempunyai Surat Izin Praktek dokter gigi spesialis sesuai dengan peraturan 

perundang-w1dangan yang berlaku; 

b. ~~nipw1ya..i satu tempat praktek yang rnenetap dan terdiri dari ruang periksa, 

ruang tunggu, dan ruang karnar mand_i/WC; 

c. :Mempunyai. peralatan kedokteran gigi spesialistik dan peralatan gawat darurat 

sederhana. 

(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga para

medis perawatan dan a tau tenaga ; adminitrasi. 

Pasal 15 

(1) Praktek l3crkelompok Dokter Spesialis diselenggarakan oleh yayasan atau perorang

an dengan persyaratan sebagai berikut : 

a. Dipimpin oleh seorang dokter umurn a tau dokter spesialis yang memptmyai 

. Surat I zin Dokter (SID) sebagai penanggung jawab; 

b. Dilaksanakan oleh beberapa dokter spesialis yang mempunyai Surat Izin 

Praktek Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. M2mpunyai satu ternpat praktek yang menetap dan terdiri d.ari beberapa ruang 

periksa, ruang tw1ggu, clan ruang kamar mandi/WC; 

,. d. Mempurtyai 
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d.Mernpunya:i. peralatan kedokteran spesialistik sesuai dengan standar dan per

alatan gawat darurat sederhana sesuai bidang spesialisasinya. 

(2) Persyaratan J0.US.1!S untuk bidang spesialis tertentu di tetapkan oleh Direktur Jen

cleral Pc layanan J\1edik . 

(3) Dalam pelaksanaan sebagairnana dimaksud ayat (1) dapat didampingi oleh beberapa dok

ter umum dan dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga admi

nistrasi. 

Pasal 16 

(1) Prakt.ek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis diselenggarakan oleh yayasan atau per

orangan dengan peTsyaratan sebagai berikut : 

a. Dipimpin oleh seorang dokter gigi at.au dokter gigi spesialis yang mernpunyai 

Surat Izin Dokter (SID) sebagai penanggm1g jawab; 

b . . Di1aksamkan oleh beberapa dokter gigi spesialis yang mempunyai Surat I zin 

Praktek Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-w1dangan yang berlaku; 

c. 11-bmpunyai sa.tu tempat praktek yang mene tap dan terdiri dari beberapa ruang 

periks a 1 ruang tunggu, dan rua11g kamar mandi/WC; 

d. Mempunyai peralatan kedokteran gigi spesialistik dan peralatan gruvat darurat 

sederhann. 

(2) Dalam pclaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didampingi oleh beberapa dok

ter gig:i. dan dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga ad

minis trasi. 

Pasal 17 

(1) Rtm1nl1 Sald. t Umum diselenggarakan oleh yayasan dengan persyaratan sebagai berikut: 

a. Dipimpin oleh seorang dokter yang bekerja penuh (tidak merangkap pada unit 

kcrj a lain) clan telah mernpunyai Surat I zin Dokter (SID) sebagai penanggung 

j awab; 

b. Harus mempunyai gedung yang terdiri dari : 

1. bangunan at.au ruanga11 untuk rawat jalan dan gawat darurat; 

2. bangunan insta1asi penunjang medik yaitu laboratorium, radiologi, 

d.an sebagainya; 

3. bangunan pembina sarana rumah saki t yai tu gudang, bengkel, clan sebagainya; 

4 ; ·barigtilian 
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4. bangunan rm,10.t nginap minimal 50 (lima puluh) tempat tidur; 

5. bnngunan adrninis trasi, ruang tenaga medis clan pararnedis; 

,/ 

6 . bangunan instalasi nonrnedis yai tu ruang dapur, n1ang cuci, dan 

sebagainya; 

7 . taman dan tempat parkir; 

8. bangunan-ba.ngunan lain yang cliperJ.~~an. 

c . LucLs bangunan sebagaimm1a dimaksud huruf (b) adalah dengan perbandingan 

minimal 50 m2 (lima puluh meter persegi) untuk 1 (satu) tempat tidur; 

cl. Luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat minimal 1!2 (satu setengah) kali 

lu:.Ls bangtman yang di rencanakan; 

e. Lu::i.s t:mah untuk bangunan bertL.gkat minirna1 2 (dua) kali luas tanah untuk 

bangunan lantai dasar ; 

f. Mempunyai_ tenaga medis, pan:unedis perawa tan, paramedis non perawatan dan 

no1m1echs yang berpccloman pada standardisasi ketenagaan Rt..Dnah Saki t Pemerintah; 

g . ~bnpunyai peralatan medis, penunjang medis, nomn.edis clan obat-obatan yang ber

pecloman pada standardisa.si Rumah Sak.it; 

h. Mcmpunyai susunan organisasi clan tata kerja yang berpedoman pada standardisasi 

P.urnall Saki,t; 

1. Standardisasi climaksud dalam huruf g clan h, di tetapkan oleh D:irektur Jenderal 

Pelayanan i'ledik . 

(2) Semua tenaga meclis yang bekerj a di Rumah Saki t Umum terse but harus mernpt.myai Su

rat lzin P:: ::iktek sesu.:Li dengan peraturan perundang-w1dangan yang berlaku. 

Pasal J.8 

(1) Ruma!i Saki t Khusus dise1enggara.kan oleh yayasan dengan persyaratan sebagai ber

i kut : 

a . Dipimpin oleh seorang dokter umum atau dokter spesia.lis sesuai dengan bidang

nya yang bekerja penuh (tidak merangkap pada lil1i t ker j a lain) dan telah mem

punyai Surat Izin Dokter (SID) sebagai penanggtmg jawab ; 

b . Harus men~)l!Il)'ai geduJ1g yang terdiri dari : 

1. bangurian rawat j alan dan gawat darurat ; 

2 . banr:,unan instalasi pemmj ang medik yai tu laboratoritnn, radiologi, 

clan sebagainya ; 
I 

'3. ba:ngunan pembina saram1 nnnah salci t yai tu guclang, bengkel, dan 

sebagainya; 

4. b~mgun311 rawat nginap minimal SO (lima puluh) tempat tidur; 

5. bangun3J1 adminis trnsi, ruang tenaga meclis dan pararnedis; 

6 • ban&runan 
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6 . bangunan ins talasi nonmedis yai tu niang dapur, ruang cuci, clan sebagainya; 

7. taman clan tempat parkir; 

8 . bangunan-banguna.n lain yang diperlukan sesuai dengan fungsinya. 

c . Luas bang1man sebagaimana climaksud huruf (b) adalah dengan perbandingan mini

mal 50 m2 (lima pulul-i meter persegi) untuk 1 (satu) tempat tidur; 

d . Luas tanah l.mtuk bangunan tidak bertingkat minimal l!z (satu setengah) kali ; 

luas bangunan yang direncanakan; . 
e. Luas tanah untuk bangunan bertingka t minimal 2 ( dua) kali luas tanah untt.ik 

bangunan lantai dasar; 

f. Mcmpunyai tenaga medis , paramedis perawatan, paramedis non perawatan, non

medis, clan tenaga medis spesialistik sesuai dengan kekhususannya, yang ber

pedornan pada standardisasi ketenagaan Rumah Saki t Pemerintah; 

g. Mzmpunyai per ala t an rnedis, pern..mj ang medis, nornnedis, dan obat-obatan yang 

berpedoman pada s tandarclisasi Rumah Salci t; 

h. J\~mp1myai susw1an organisasi dan tata kerja yang berpedoman pada standardi

sasi I<rnnah Sakit ; 

l. Stand.ardisasi climaksud dalam huru:f g dan h, di tetapkan oleh Direktur ,Jenderal 

Pclayanan !vled:Lk . 

( 2) Semua tenaga medis yang bekerj a pada Rumah Saki t Khusus terse but harus mempunyai 

Surat I zin Praktek sesuai. denga,1 peraturan penmdang-undangan yang berlaku. 

Pasal 19 

Persyaratan rlalam Bab IV, ole.h Kepala Kantor Wilayah Depar temen Kesehatan dapat di

adakan ketentuan k.husus sesuai dengan keadaan wilayah yang bersangkutan dengan per

setujuan M~rrteri Kesehatan; 

BAB V · 

P E R I Z I N A N 
. ; 

Pasal 20 

~tuk mendirikan dan menyelenggarakan Pelayanan Medik Dasar dan ~dik Spesialistik 

sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 3 huruf (a) dan huruf (b) · sertq. Pasal 4 huruf. (a) 

dan hun1f (b) harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan JvEnteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 559/.Men.Kes/Per/X/1981, Nomor 560/Men.Kes/Per/X/1981, dan 

Nomor 561/Mcn.Kes/Per/X/1981. 

Pasal · 21 
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Pasal 21 

(1) .Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pelayanan Medik Dasar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf (c) sampai dengan (h) harus memperoleh izin dari Menteri Ke

sehatan yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilarah Departemen Kesehatan se

tempat. 

(2) Tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana Climaksud dalam ayat (1) diatur oleh 

Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat. 

Pasal · 22 

(1) lJntuk mendirikan dan menyelenggarakan Peiayanan Medik Spesialistik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c) sarnpai dengan (g) harus mernperoleh izin dari 

.Mentcri Kesehatan yang didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik. 

(2) Tata cam. untuk memperoleh izin seb.agaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh 

Direktur Jenderal Pelayanan Mcdik. 

Pasal 23 • 

Izin untuk mcnyelenggarakan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik berlaku 

lmtuk 5 (limil.) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan pennohonan baru. 

BAB VI 
PENYELENGGARMN 

Pasal 24 

(1) Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik diselenggarakan berdasarkan fung

si sosial denga:n memperhatikan prinsip kelayakan. 

(2) Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidarig Medik harus memberikan pertolongan per

tama kcpada pencleri ta gawa t darura t tanpa memungut uang muka terlebih dahulu. 

(3) · Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik yang dilengkapi sarana rawat 

nginnp harus menyediakan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah ternpat tidur 

yang tersedia untuk orang yang kurang dan tau tidak mampu membayar. 

Pasal 25 

(1) Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik Wajib melaksanakan pencatatan 

dan pe laporan. 

(2) Tata cara pencatatan clan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksana

kan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. · 

· · ·Pas al · · 26 ••••• 
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Pasal 26 

(1) Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Jv!edik wajib membantu program Peme

rintah di bidang pelayaJ1an kesehatan kepada masyarakat, progn.un kependudukan 

dan Keluarga Berencana. 

(2) Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik wajib bekerja sama dengan Upaya 

Pelayanan Kesehatan Pemerintah di bidang tnedik dalam rangka rujukan medik, pen

dayagunaan tenaga rnedis dan pendayagunaan peralatan medik canggih. 

BAB VII 

T A R I F 
Pasal 27 

Besarnya tarif Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik berpedoman kepada 

komponen biaya yang di tetapkan oleh M:mteri Kesehatan dengan memperhatikan pertim- -

bangan dnri Organisasi Profesi setempat. 

BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 28 

Pembina.an clan pengawasan Upaya Pelayanan Medik Dasar menjacii tanggung jawab Direktur 

Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, dilakukan secara berjenjang sesuai dengan 

tingka t tanggung jaw ab '.vi layah . 

Pasal 29 

Pernbinam1 clan pengai'l'asan Upaya Pelayanan .lvbdik Spesialistik menjadi tanggung jawab. 

Direktur Jenderal Pelayanan M;dik. 

BAB IX 
TINDA.T<AN ADMINISTRATIF 

Pasal 30 

PeianggaEan atas. ketentuan Pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan Pasal .26 dikenakan tindak-
I . 

an berupa .tindaltan aclririmstratif sarnpai dengan pencabutan izin sernentara atau pencahut 

an izin !etap. 
BAB X 

KETB\JTIJAN PERALIHAN 

Pasal 31 

Pad:ai. sa:artr lb.erlli;rli;:u Peraturan M::!nteri Kesehatan ini, maka sernua penyelenggaraan Upaya 

Pelayanan; Kesehatan. Swasta ·di Bidang Medik yang telah ada hanJS disesuaikan dengan 

· ··PeratUl'a:n Menteri Kesehatan ini dalam jangka waktu selambat-lambamya 3 (tiga) tahun. 
. . . ~ '·" . 

I 't: I . .. . . . 
. .f i·;-~; .: . . ·~ . 
. -:·· ..... -.. ; . ~ ... '.: · BAB ·xr 
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BAB XI 

KETENfUAN PENUTUP 

Pasal 32 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan ini ditetapkan oleh Direktur Jen

deral Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Direktur .Jenderal Pelayanan Meclik sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Pasal 33 

D::mgan berlnkunya Peratunm ~1k:!nteri Kesehatan ini, maka : 

a,'' Keputusan ~~nteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67781/RS Tahun 1963 

tentang Syarat-syarat Pokok Mengenai Rurnnh Saldt Swasta; 

b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 523/Men.Kes/Per/XI/~982 

tentang Upaya Pelayanan Medik Swasta; 

c. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, r.Jepartemen Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 895/Yankes/PPL/81 tenta.ng P.elayanan Kesehatan Swasta; 

clinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 34 

Peraturan Jvbn:teri Kesehatan ini mulai berlaku pacla tanggal ditetapkar1. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahlrn.n pengundangan Peraturmi Menteri 

ini dengan penernpatannya dalam Beri ta Negara Republik Indonesia. 

Di te tapkan di J A K A R T A . 
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Peri ha I 

Kepada Yth. 

725/MENKES/E/VI/2004 

Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta 
Di Bidang Medik. 

Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi 
di-

Seluruh Indonesia. 

Jakarta, 16 Juni 2004. 

Berkaitan dengan adanya kesimpang siuran perihal izin penyelenggaraan rumah sakit, 
bersama inl saya sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Perizinan adalah merupakan fungsi pengendalian pemerintahan terhadap 
penyelenggara kegiatan yang dilakukan oleh swasta. Pemberian izin sarana 
kesehatan merupakan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat bahwa sarana 
kesehatan yang telah diberi izin tersebut telah memenuhi standar pelayanan dan 
aspek keamanan pasien, jadi peri:('.inan sangat terkait dengan standar dan mutu 
pelayanan. 

2. Dalam menjalankan fungsi regulasi Departemen Kesehatan membuat standar dan 
peraturan-peraturan tentang perumah sakitan. Saat ini peraturan pemerintah 
tentang rumah sakit sedang dalam penyelesaian demikian pula Kep.Menkes R.I 
tentang Penyelenggaraan RS. Swasta, pada saat ini ketentuan mengenai 
penyelenggaraan RS. Swasta masih mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 920/Menkes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di 
Bidang Medik yang mengatur tentang penyelenggaraan rumah sakit swasta dimana 
perizinan rumah sakit sesuai Permenkes tersebut dibagi menjadi : 
a. Izin mendirikan merupakan kewenangan Dinkes Propinsi untuk menerbitkan. 
b. Izin penyelenggaraan sementara merupakan kewenangan Dinkes Propinsi untuk 

menerbltkan. 
c. Izin penyelenggaraan tetap merupakan kewenangan Departemen Kesehatan RI 

berdasarkan BAP dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinkes Propinsi. 

3. Dalam rangka tertib administrasi dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia maka pembagian kewenangan masih diperlukan dengan pertimbangan 
sebagai berikut : 
a. Diharapkan fungsi pengendalian pemerintah terhadap rumah sakit swasta dapat 

dilakukan secara berjenjang antara Pusat, Propinsi dan Kab./Kota. 

l 
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b. Mengingat pemberian izin merupakan akuntabilitas pemerintah kepada 
masyarakat bahwa rumah sakit yang diberi izin tersebut telah memenuhi standar 
maka pengkaitan izin dengan pemenuhan standar merupakan keharusan, Pada 
saat ini belum semua SDM di Kab./Kota telah memahami standar, karena itu 
peran Propinsi dalam penetapan rumah sakit tersebut sudah atau belum layak 
operasional sangatlah diperlukan. 

4. Berdasarkan hal tersebut diatas, sambil menunggu proses penyelesaian Revisi 
SK Menkes No. 920/Menkes/Per/XII/86 agar pembagian kewenangan dilaksanakan 

I 

sebagai berikut : 
a. Izin mendirikan merupakan kewenangan Kab,/Kota. 
b. Izin penyelenggaraan sementara merupakan kewenangan Propinsi. 
c. Izin penyelenggaraan tetap merupakan kewenangan Pusat. 

Demikian, agar menjadi maklum. 

Tembusan.: 
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 
2. Dir.Jen Pelayanan Medik di Jakarta; 
3. Sekretaris Jenderal Depkes RI di Jakarta; 
4. Gubernur di seluruh Indonesia; 
5. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. 

2 
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PERATURAN MENTER! KESEfiATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 84/MENKES/PER/ II/ 1990 

TENTANG 

... 

PERUBAH.AN ATAS PER.ATIJR.AN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 920/MENKES/PER/XII/1986 TENTANG UPAYA PELAYANAN 

.KESEHATAN. SWASTA DIBIDANG MEDIK 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang · a. bahwa lIDtuk meningkatkan peranserta swasta <la.lam penyelenggaraan 

upaya pelayanan kesehatar1 dibidang medik perlu member:;ikan r kesem 

Mengingat 

Menetapkan 

patan kepada badan hukum tertentu lainnya untuk berperan 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; 

dalam 

b. bahwa sehubLmgan dengan huruf a tersebut diatas perlu diadaka.1 

perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/ 

XII/1986 ciengan P~raturan Menteri Kesehatan. 

1. Undang-Undang Nom::ir 9 TaJrnn 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehata.11 -; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang \fabah Penyaki t Menula:r; 

3 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 ten-.:a.1g 

Upaya Pelayan211 Kesehatan Swasta dibidang Medik. 

M E M U T U S K A N : 

PERATURAN MENTER.I KESEJ-:.ATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

KESEHATAN NOMOR 920/MENKES/PER/XII/ 1986 TENTANG UP A YA PELAYANA1~ KE

SEHATAN S\'iASTA DIBIDANG MEDIK. 

Pasal I 

Mengubah clan menambah ketentua.1 pasal 1 huruf a, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

1. Pasal 1 huruf a. 

Yang dimaksud dalam Pe::raturan ini dengan : 

a. Pelay anan ke s ehatan s wasta di bidang medik adalah r:ie rupal:an. 

bagian integral dari jaringan pelay&1an medik yang diseleng

ga:akan o leh · perorangan, kelo~pok, yayasan a tau ba.dan hukum 

lainnya yang meliputi upaya penyembuhan (~uratif) dan perr~

lihan (:;:ehabili tatif) dis-amping upaya peningkatan (promot) 

dan pencegahan (preventif) ; 

r 

i 
I 
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j. 
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2. Untuk selanjutnya semua amar yang berbunyi perorangan, kelompok .atau 

yayasan dalaa Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/ 

1986 harus dit&mbah dengan Badan Hukum lainnya. 

Pasal II 

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya·, meme:-intahkan pengundangan Peratur

an Menteri ini dengan penempatannya dalam Serita Negara Republik Indonesia • 

f Di tetapkan di 

~====~ a tanggal 

. ' 

JAKARTA 

9 Februari 19-90 
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAY ANAN MEDIK 
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESlA 

NOMOR: HK. 00.06,3,5,5797 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN UP A YA PELAY ANAN KESEHATAN S'VASTA 
DIBIDANG MEDIK SPESIALIS 

Menimbang 

Mengingat 

DIREKTUR JENDERAL PELA YANAN MEDIK 

a. · bahyta Surat Keputusan Direktur Jer:deral Pelayanan Medik Nomor 
098/Yanmed/RSKS/1986 tentang Petunjuk Pela\csanaan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan 
Kesehatan Swasta di bidang Medik, khususnya bentuk pelayanan medik 
spesialistik sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali. 

b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat 
Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Me~ik tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Upaya Pelayanan Medik Spesialistik . 

1. Undang-undang Nomor 23 T~un 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Ta.l-iun 1992 tentang Tenaga Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3637); 

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi 
Departemen; 

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 558/Menkes/SK/1984 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 

·' .. 
5. Peraturan Menteri Keseratan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya 

Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik; 

6. Kep.utusan Menteri Kesehatan Rl Nomo'r 0735/Menkes/SK/1995 tentang 
Penyerahan Secara Nyata Sebagian Urusan Pemerintahan Dala.m Bidang 
Kesehatan Kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah 
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. 

ULEPON LANOSUNQ : 

DIRJEN: 6203672, SESOIT JEN: 6203879, l<AOIT RUMDIK: 5203880, KADIT ASKS: ~222430 
11.AnlT . llWA • S:?~?A?O 1161'11T t'll~I • !l??'>L 'M lfo\1'11,. l"CIT/.t lft::P'\, l'"U••" 
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DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK 

JL H.R. RASUNA.SAID BLOK XS KAV. NO. 4·9 ·P.O. BOX: 3097, 1196 JAKARTA 12950 
TELEPON : 5?.01590 (HUNTING) 
FAKSIMIL ; 5261814, 5203872 

. ~~==~============================================================ 

Menetapkan 
Pertama 

Kedua 

Ketiga 

Keempat 

MEMUTUSKAN 

Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan R1 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Dibidang 
Medik Spesialistik. 

Ketentuan tata cara dan persyaratan upaya pelayartan kesehatan swasta di 
bidang medik spesialistik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan 
ini. 

Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik tentang 
Upaya Pelayanan Medik Spesialistik ini, maka Keputusan Direktur Jenderal 
Pelayanan Medik Nomor 098/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nemer 920/Menkes/Per/XIl/1986 tentang Upaya Pelayanan 
Kesehatan Swasta di Bidang Medik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

DITETAPKAN DI 

PADA .TANGGAL 

JAKARTA 

17 APRIL 1998 

----- :::> 

fl1•• r•v1220 dgrJ1 tziztpa-RSKS /98 Wednesday, July t ~, 122z 

T!l.l!POH LAHQIUNQ I 

DIRJEN : 15203872, SESDIT JEN : 15203878, KAOIT RUMCllK: 5203880, KADIT RSKS : 15222430 
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Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik 
Nomor : HK.00.06.·3.5.5797 
tanggal : 17 APRIL 1998 

Ten tang 
Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta 

dibidang medlk speslallstlk 

I. PENDAHULUAN. 

1. Umum. 

a. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tal-.un 1992 tentang Kesehatan, disebutkan antara lain 
bahwa untuk penyelenggaraan upaya kesehatan perlu didukung oleh sumber daya 
kesehatan yang berupa tenaga kesehatan,' sarana dan perbekalan; 

b. Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tersebut, telah dikeluarkan 
Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan yang antara lain 
mengatur perizinan bagi tenaga kesehatan tertentu yang akan melakukan upaya kesehatan; 

c. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatanjuga menyatakan bahwa 
penyelenggaraan sarana kesehatan harus memiliki ijin; 

d. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan penyelenggaraan upaya pelayanan 
kesehatan khususnya dibidang medik spesialistik dipandang perlu petunjuk pelaksanaan 
baik yang berkaitan dengan bentuk upaya penyelenggaraan - nya maupun persyaratan yang 
harus dipenuhi bagi setiap penyelenggar~ upaya tersebut. 

2. Das a r. 

Mengingat: 

a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 
Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Nomor 3495). 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara 
Tahun 1996 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 
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c. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen; 
. 

d. Keputusan Presiden RI Nomor 558 tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Kesehatan RI; . 

e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920 Tahun 1986 tentang Upaya Pelayanan 
Kesehatan Swasta di Bidang Medik. 

f. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 0735/Menkes/SK/VII/1995, tentang Penyerahan 
secara nyata sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan kepada pemerintah 
propinsi daerah tingkat I dan pemerintah k~bupatcn/kotamadya daerah tingkat II. 

3. Maksud dan Tujuan. 
Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan upaya kesehatan dan para 
pejabat yang terkait dapat memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 
tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan upaya pelayanan medik 
spesialistik. 

4. Pengertian. 
a. Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang Medik adalah pelayanan yang merupakan bagian 

integral dari ja.;ngan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, 
yayasan atau badan hukum lainnya yang meliputi terutama upaya penyembuhan (kuratit) 
dan pemulihan (rehabilitatit); 

b. Pelayanan Medik Spesialitik adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga 
dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau 
kelompok dokter spesialis. 

c. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik 
dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan 
perawatan secara rawat jalan dan rawat inap. 

d. Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan medik 
spesialistik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan 
perawatan secara rawat jalan dan rawat inap. 

e. Praktek perorangan dokter spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialistik 
oleh dokter spesialistik atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan 
penunjang medik. 

f. Praktek berkelompok dokter spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialistik 
secara bersama oleh dokter spesialis a.tau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa 
menggunakan penunjang medik. 
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g. Fungsi sosial adalah fungsi institusi pelayanan medik yang rpencenninkan upaya pelayanan 
medik dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan 
menyediakan sebagian dari fasilitas pelayanan. tennasuk pelayanan rawat inap. untuk orang 
yang kurang dan atau tidak mampu membayar. sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

II. Bentuk Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik Spesialistik • 

. Sarana kesehatan swasta di bidang medik spesialistik dapat berbentuk: 

a. praktek perorangan dokter spesialis. 
b. praktek perorangan dokter gigi spesialis. 
c. praktek berkelompok dokter spesialis. 
d. praktek berkelompok dokter gigi spesialis. 
e. rumah sakit umum. 
f. rumah sakit khusus. 
g. pelayanan medik spesialis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

III. Persyaratan Penyelenggaraan. 

1. Praktek Perorangan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis. 

a. Mempunyai surat ijin praktek spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

b. Mempunyai peralatan kedokteran spesialistik dan peralatan gawat darurat sederhana. 
c. Dapat dibantu oleh tenaga paramedis dan atau tenaga adminsitrasi. 

2. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis. 

a. Diselenggarakan o'leh perorangan. yayasan atau badan hukum. 
b. Dipimpin oleh seorang dokter umum. dokter gigi. dokter spesialis. atau dokter gigi 

spesialis yang mempunyai surat ijin prakt.ek (SIP) sebagai penanggungjawab; 
c. Dilaksanakan oleh minimal 3 (tiga) orang dokter spesialis yang masing-masing 

mempunyai surat ijin praktek spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

d. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap yang telah memiliki ijin 
penyelenggaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. Mempunyai peralatan kedokteran'kedokteran gigi spesialistik sesuai dengan standar dan 
peralatan gawat darurat sederhana sesuai bidang spesialisasinya; . 

f. Dalam pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud di atas. dapat didampingi oleh 
dokter umum dan dibantu oleh tenaga paramedis dan atau tenaga administrasi; 

g. Praktek berkelompok dokter spesialis harus dibcri nama tertentu. yang dapat diambil 
dari nama orang yang berjasa dalam bidang kesehatan yang telah meninggal dunia atau 
nama lain yang sesuai dengan fungsinya; 
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h. Pelayanan praktek berkelompok dokter spesialis merupakan konsultasi, diagnostik, 
terapi, tindakan medik tanpa anestesi umum dan tanpa raw.at inap. 

i. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medilc harus mengilcuti ketentuan yang berlaku; 
j. Bagi praktek yang dibuka untuk 24 jam harus: · 

• mempunyai dokter j aga yang setiap saat berada di tempat; 
• mempunyai dokter spesi.alis "on call'' ( dapat dipanggil sewaktu-waktu sesuai dengan 

jadwal). 
- mempunyai paramedis minimal satu orang yang setiap saat berada di tempat. 

k. Tata ruang bangunan sarana penyelenggaraan upaya meliputi: 
- minimai mempunyai dua ruang periksa, satu ruang administrasi, satu ruang tunggu, 

satu ruang penunjang sesuai kebutuhan, dan satu kamar mandi/WC; 
- setiap ruang periksa mernpunyai luas minimal 3 x 4 m2; 
- semua ruangan memenuhi persyaratan khususnya ventilasi dan penerangan yang 

cukup. 

1. Memiliki peralatan: 
- setiap ruang periksa mempunyai minimal satu set peralatan kedokteran; 
- peralatan penunj ang medis dan non medis sesuai kebutuhan dan ketentuan yang 

berlaku; · 
-· pengadaan penyediaan alat canggih harus berdasarkan analisa kebutuhan dan 

berkonsultasi dahulu dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan 
setempat. Untuk alat canggih tertentu Kantor Wilayah Departemen Kesehatan 
setempat konsultasi dengan Direktur Jenderal Pelayanan Medik. 

m. Menyediakan obat gawat darurat dan obat suntik yang diperlukan sesuai dengan 
pelayanan spesialisasi yang diberikan. 

n. Bersedia dilakukan akreditasi. 

IV. Tata laksana perizinan. 

1. Prosedur menyelenggarakan praktek berkelompok dokter spesialis atau dokter 
glgl spesialls; 

a. Permohonan ijin penyelenggaraan dapat diajukan apabila bangunan dan peralatan 
yang dipersyaratkan telah tersedia; 

b. Pemohon ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan 
setempat, dengan melampirkan: 

- identitas lengkap pemohon/salinan syah akta pendirian badan hukum pemohon; 
- salinan sah persetujuan lokas.i dari Pemerintah Daerah setempat; 
- salinan sah bukti hak pemilikan/penggunaan tanah dan bangunan; 
- rekomendasi dari Dinas Kesehatan Daerah Tk. I, Yal!g didasarkan atas : 
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* adanya persetujuan dari Dinas Kesehatan Daerah Tk. II setempat; 
· - surat pernyataan pemohon (bermaterai cukup) yang mcnyatakal'l akan tunduk serta 

patuh pada ketentuan-ketentuan pcraturan perundang-undangan'yang berlaku. 

c. Kepala Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi setempat dalam waktu 25 hari 
kerja, mengeluarkan: 
1. surat ijin penyelenggaraan sarana kesehatan; 
2. surat penolakan, beserta alasannya; 
3. surat pemberitahuan agar memperbaiki/merubah pemohonannya. 

v; Jenis dan masa berlakunya ijin penyelenggaraan. 

1. Ijin penyelenggaraan praktek berkelompok dokter spesialis atau dokter gigi spesialis 
berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan 3 bulan 
sebelum habis masa berlakunya ijin. 

2. Ijin penyelenggaraan tidak berlaku atau berakhir apabila: 
a. masa berlakunya telah habis; 
b. permohonan penyelenggara untuk menutup kegiatan praktek; 
c. dicabut oleh Kepala Kanwil Departemen Kesehatan setempat bagi praktek 

berkelompok yang tidak lagi melaksanakan kcgiatan selama 1 tahun atau tidak lagi 
menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya atau ada pelanggaran etik 
dan profesi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku. 

VI. Persyaratan Penyelenggaraan Rumah Sakit. 
rl 

1. pama rumah sakit : 
a. tidak boleh memakai nama orang y3.llg rnasih hidup; 
b. Penamaan rumah sakit sesuai dengan misi tugas dan fungsinya dan telah disetujui oleh 

Kepala Kantor Wilayah Propinsi setempat. 

2. Lokasi. 
Lokasi rumah sakit harus sesuai dengan analisa kebutuhan pelayanan kesehatan dan 
rencana Umum Tata Ruang Kota/Daerah setempat. 

3. Organisasi. 
a. mempunyai pengaturan kedudukan, tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, 

tata kerja dan tata laksana rumah sakit yang sesuai dengan kelas rumah sakit dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Struktur organisasi terdiri dari unsur pimpinan, unsur bantuan administrasi dan bantuan 
medis teknis yang berpedoman pada organisasi rumah sakit pemerintah; 

c. badan hukum selaku pemilik rumah sakit bertanggungjawab terhadap: 
• 
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- pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perumah 
sakitan; 

• penggunaan dana/bantuan yang diterima untuk rumah sakit. 
d. Rumah sakit diharuskan memiliki Dewan Penyantun Rumah sakit yang mempunyai 

tugas memberikan saran/nasehat kepada pemilik rumah sakit dan direktur rumah sakit 
dalam penyelenggaraan dan pcngelolaan rumah sakit. 
Anggota Dewan Penyantun Rumah sakit dipiiih dan diangkat oleh Badan Hukum 
Pemilik rumah Sakit. 

4. Bangunan. 
a. Jumlah tempat tidur minimal: 

• rumah sakit umum milik badan hukum sosial 
• rumah sakit umum milik badan hukum lain 
• rumah sakit khusus 

50 tt 
100 tt 
25 tt 

b. luas bangunan minimal 50 m2 setiap penyediaan 1 tempat tidur. 
c. luas tanah: 

• bangunan tidak bertingkat - luas tanah minimal 1,5 kali luas bangunan; 
• bangunan bertingkat = luas tanah minimal 2 (dua) kali luas bangunan lantai dasar. 

d. tanah di luar bangunan dipergunakan untuk lapangan parkir, taman dan jalan. 
e. bangunan/ ruangan rumah sakit minimal terdiri dari : 

• ruangan rawat inap dengan jumlah tempat tidur sesuai ketentuan; 
• ruangan rawatjalan; 
• ruangan rawat dar'Urat; 
- kamar operasi; 
- ruangan instalasi penunjang medik minimal mempunyai laboratorium, radiologi 

dan pelayanan obat; 
• ruangan penunjang sarana rumah sakit yaitu: gudang, dapur, tempat cuci, bengl<el 

sederhana dan kamar jenazah; 
• ruangan administrasi, ruang tenaga medis, ruangan paramedis dan ruang 

pertemuan staf. 
f. seluruh bangunan berpedoman pada standarisasi bangunan rumah sakit pemerintah 

yang disesuaikan dengan kelasnya. 
g. seluruh ruangan memcnuhi persyaratan miaimal untuk kcbcrsfoan, bcbas polusi, 

fentilasi, penerangan, tenaga, dan sistem pemadam kebakaran yang akurat. 
h. Diwajibkan mempunyai sistem keselamatan kerja, kebakaran dan 

kewaspadaan, bencana. 
i. Tersedianya fasilitas listrik dan penyediaan air minum setiap hari selama 24 jam 

yang memenuhi persyaratan kesehatan. 
J. Tersedianya pengolahan air limbah dan pembuangan sampah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

5. Peralatan/kelengkapan. 
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' J. peralatan/kelengkapan medik dan penunjang medik disesuaikan dengan kelas 
rumah sakit dan pelayanan yang diselenggarakan dan berpedoman pada standar 
pelayanan medik/penunjang mcdik yang berlaku. 

b. pengadaan peralatan canggih harus berdasarkan analisa kebutuhan dan kelas rumah 
sakit serta terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Kantor Wilayah 
Departemen Kesehatan Propinsi setempat. Untuk alat canggih tertentu Kantor 
Wilayah Departemen Kesehatan setempat konsultasi dengan Direktur Jenderal 
Pelayanan Medik. 

c. persediaan obat-obatan berpedoman pada DOEN dan fonnularium rumah sakit yang 
kelasnya setingkat dengan rumah sak.it pemerintah. 

d. Peralatan/kelengkapan non medis yang harus disediakan: 
- perlengkapan kebutuhan rawat inap, rawat darurat dan rawat jalan; 
- perlengkapan kebutuhan dapur dan cuci (kitchen dan laundry); 
• perlengkapan kebutuhan perkantoran; 
• perlengkapan perbengkelan sede~hana dan pemadam kebakaran sesuai kebutuhan; 
• perlengkapan/peralatan pengelolaan limbah dan sampah; 
• alat transportasi pasien, elevator/lift dan ram untuk gedung-gedung bertingkat. 

6. Kctenagaan 
a. Direktur rumah sakit adalah seorang dokter (dokter urnum atau dokter spesialis) 

yang mempunyai pengetahuan dan keterarnpilan manajemen rumah sakit, bekerja 
purnawaktu dan berkewarganegaraan Indonesia dengan batas umur maksimal 70 
(tujuh puluh) tahun. 

b. Direktur rurnah sakit diangkat dan diberhentikan oleh Badan Hukum Pemilik 
Rumah Sakit dengan surat keputusan dan sepengetahuan serta tidak ada keberatan 
dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat. 

c. Jumlah tenaga medis, pararnedis dan non medis yang dipekerjakan sesuai dengan 
kebutuhan dan berpedoman pada kelas rumah sakit dan peraturan ketenagaan rumah 
sakit yang berlaku. 
Jumlah tenaga medis puma waktu sesuai dengan kel'1S rumah sakit minimal 2 (dua) 
orang. 

d. Tenaga medis, pararnedis dan non medis puma waktu mempunyai surat 
pengangkatan dari direktur rumah sa.kit. 

e. Tenaga medis yang bekerja secara paruh waktu mempunyai ijin atasan langsung dari 
instansinya. 

f. Semua tenga medis mempunyai surat penugasan (SP) yang dikeluarkan oleh 
Departemen Kesehatan dan surat ijin praktek (SIP) sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

g. Penggunaan tenaga medis asing hanya diperbolehkan . sebagai konsultan, tidak 
memberi pelayanan serta memenuhi persyaratan yang berlaku bagi tenaga medis 
asing yang bekerj a di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. 

h. penggunaan tenaga medis asing dalam rangka pelayanan yang bersifat sosial harus 
bekerjasama dengari fakultas kedokteran dan ikatan profesi/organisasi profesi 
setempat dan mendapat ij in dari Direktur J enderal Pelayanan Medik. 
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a. Ketentuan tarif ditetapkan oleh Badan Hukum Pemilik Rumah Sakit dengan 
mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan rumah sakit dan kemampuan 
membayar dari masyarakat, serta peraturan pola tarif untuk rumah sakit swasta 
yang berlaku/Keputusan Menteri · Kesehatan RI No. 282/Menkes/SK/ III/1993 
tentang Pola Tarip Rumah Sakit Swasta. · 

b. Penetapan besaran tarip untuk kelas III berpedoman pada pagu tarip · dari Kepala 
Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat. 

8~ Kegiatan pelayanan , 
a. memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan 

rumah sakit, standar pelayanan medik dan prosedur tetap; 
b. melaksanakan kegiatan rekam medik serta pencatatan dan pelaporan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. 
c. menyelenggarakan administrasi keuangan sebagai kegiatan administrasi rumah sakit 

yang dipertanggungjawabkan direktur rumah sakit kepada pemilik rumah sakit. 
d. mempunyai buku keuangan yang dapat diperlihatkan apabila suatu hal tertentu 

diperlukan pemeriksaan. · 
e. bersedia dilakukan akreditasi rumah sakit. 
f. telah memiliki ijin penyelenggaraan. 

VII. Perijinan Penyelenggaraan Rumah Sakit. 

1. Jenis Ijin: 
a. Ijin mendirikan rumah sakit: 

- ijin ini diberikan untuk mendirikan/membangun rumah sakit. 
• lama borlaikunya ijin 2 (dUCl) tl'h'.ln dan d!'pat diporplnjan1 l (11t\i) kAli dcm1an lwna 

berlaku 1 (satu) tahun. 
- ijin mendirikan rumah sakit diterbitkan oleh Kepala Kantor ·wilayah Departemen 

Kesehatan Propinsi setempat, berdasarkan rekom~ndasi dari Kepala Dinas 
Kesehatan Daerah tingkat I. 

Untuk rumah sakit dalam rangka penanaman modal asing dan dalam negeri akan 
diatur dalam peraturan tersendiri. , 

b. Ijin menyelenggarakan rumah sakit: 
. - ijin ini diberikan untuk menyelenggarakan rumah sakit atau melaksanakan kegiatan 

.· · · rumah sakit ( operasional rurnah sakit), diberikan selama rurnah sakit dapat 
melaksanakan kegiatanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
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- ijin diajukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik oleh pemohon setelah 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
• telah selesainya bangunan rawat jalan, rawat inap, rawat darqrat, kamar operasi, 

ruang laboratorium, ruang farmasi, ruang radiologi dan ruang perkantoran yang 
sesuai dengan kelas dan persyaratan bangunan rumah sakit. 

• telah adanya direktur rumah sakit yang puma waktu, tenaga medis, paramedis dan 
non medis sesuai dengan kelas dan persyaratan ketenagaan rumah sakit. 

• Telah adanya peralatan/perlengkapan medik, penunjang medik dan non medik 
untuk rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, kamar operasi, laboratorium, farmasi 
dan perkantoran sesuai dengan kelas dan persyaratan rumah sakit. 

- ijin menyelenggarakan rumah sakit diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan 
Medik berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan dari Kantor Wilayah Departemen 
Kesehatan Propinsi setempat bahwa rumah sakit swasta tersebut telah memenuhi 
persyaratan operasional. 

- pemberian ijin menyelenggarakan rumah sakit dilakukan secara bertahap sesuai 
dengan pemenuhan kelengkapan: 
a. ijin berlaku selama 5 (lima) tahun untuk yang sudah lengkap (memenuhi semua 

persyaratan), dan dapat diperpanjang lagi setiap habis masa berlakunya. 
b. rumah sakit yang baru memenuhi peryaratan minimal operasional diberi ijin uji 

coba menyelenggarakan selama 2 ( dua) tuhun. 

2. Tata laksana permohonan ijin: 

a. Ijin mendirikan rumah sakit 

.. 

1. Permohonan ijin diajukan oleh calon pemilik rumah sakit dan ditujukan kepada 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat dengan 
tembusan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dan Direktorat 
Jenderal Pelayanan Medik. 

2. Berkas/ data-data yang harus dilampirkan dalam pengajuan permohonan ijin 
mendirikan rumah sakit adalah: 
a. Rekomendasi dari Dbas Kesehatan Daerah Tingkat I setempat. 
b. Studi kelayakan dan master plan yang meliputi: 

• analisa kebutuhan pelayanan dan rencana pengembangan; 
• analisa keuangan; 
• program fungsi; 
• kebutuhan ruang; 
• kebutuhan peralatan; 
• kebutuhan tenaga dan rencana mendapatkannya; 

· · • rencana kelas rumah sakit;: . 
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c. Salinan/fotocopy yang sah akte notaris · pendirian yayasan atau badan hukum 
pemohon. 

d. Salinan/fotocopy yang sah . sertifikat tanah atau surat penunjukan penggunaan 
lokasi atas nama pemohon dari instasi yang beiwenang . atau akte notaris 
penggunaan tanah dan bangunan di atasnya dari pemiliknya. 

e. Ijin lokasi dari Pemda setempat. 
f. Surat pemyataan di atas kertas bermaterai cukup dari pemohon bahwa pemohon 

akan tunduk serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berl~ 
dalam bidang penyelenggaraan rumah sakit. 

g. Upaya pemantauan/pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat berdasarkan 
analisa keb.utuhan pe1ayanan kesehatan di wilayahnya, harus sudah menetapkan 
permohonan tersebut ditolak atau dikabulkan paling lambat 25 (dua puluh lima) 
hari kerja setelah diterimanya surat permohonan dari calon pemilik rumah sakit, 
yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik. 

4. Rwnah sakit harus mulai dibangun, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ijin 
mendirikan diterima. 

5. Apabila ~ebelwn habis masa berlakunya ijin, rwnah sakit telah memenuhi 
persyaratan untuk dapat melaksanakan kegiatannya, maka pemilik rumah sakit 
dapat mengajukan permohonan ijin menyelenggarakan rumah sakit kepada 
Direktur Jenderal Pelayanan Medik disertai hasil berita acara pemeriksaan dari 
Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat. 

b. Ijin penyelenggaraan: 

.. 

1. permohonan ijin menyelenggarakan rumah sakit diajukan oleh pemilik, ditujukan 
kepada Direktur J enderal Pelayanan Medik melalui Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Kesehatan Propinsi setempat dengan tembusan Kepala Dinas 
Kcschatan Daerah Tk. I sotempat. 

2. Berkas/data-data yang harus dilampirkan sebagai berikut: 
a. isian data rwnah sakit. 
b. Hasil berita acara pemeriksaan dari Kantor Wilayah Departemen Kesehatan 

Propinsi setempat. 
c. surat pennohonan dari pemilik. 
d. surat pemyataan di atas kertas bermaterai cukup dari pemohon bahwa pemohon 

akan tunduk serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 
, . dalam bidang penyelenggaraan rwnah sakit. 

e. salinan yang sah akte pendirian yayasan atau badan hukum pemilik. 

10 
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f. salinan/fotocopy yang sah sertifikat tanah atau surat penwijl,lkkan penggwiaan 
lokasi atas nama pemohon dari instansi yang berwenang atau akte notaris 
penggunaan tanah dan bangunan di atasnya dari pemiliknya. 

g. struktur organisasi rumah sakit. 

h. data ketenagaan direktur rumah sakit: 
• fotocopy /salinan yang sah surat penugasan dan SIP; 
• Fotocopy/salinan yang sah lolos butuh/ surat penempatan dari Departemen 

Kesehatan /SK Pensiwi. 
• surat pengangkatan direktur rumah saldt oleh pemilik rumah sakit. 
• kesediaan yang hersangkutan wituk menjadi direktur rumah sakit yang 

dinyatakan dengan surat pemyataan di atas kertas bennaterai cukup. 

i. Daftar dan data ketenagaan tenaga medis rumah sakit: 
• Salinan yang sah surat penugasan (SP) dan (SIP); 
• ijin atasan langsung wituk tenaga paruh wak.,tu; 
• wituk dokter tetap (puma waktu) ada SK penempatan dari Departemen 

Kesehatan atau surat lolos butuh atau SK Pcnsiun; 
• surat pengangkatan dari direktur rum$ sakit bagi dokter yang bekerja puma 

waktu; 
• surat ikatan kerj a antara tenaga medis dengan direktur rumah . sakit wituk 

dokter yang bekerja paruh waktu. 
j. Data ketenagaan paramedis - salinan yang sah ijazah. 
k. Data peralatan medis, penwijang medis dan non medis. 
1. Denah bangunan, jaringan listrik, air dan limbah dengan skala 1 : 200. 
m. Hasil pemeriksaan air minuni 6 bulan terakhir. 
n. Daftar tarif rumah 'sakit yang berlaku, ditanda tangani oleh direktur rumah sakit 

dan badan hukum pemiliknya, serta diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Kesehatan Propinsi setempat. 

c. Perpanjangan ijin penyelenggaraan: 
1) Permohonan perpanjangan ijin menyelenggarakan rumah sakit diajukan olch 

pomilik rumah ukit dit\l.jukan ktp1d1 tllrtlcC\ir ~ondora1 Polayanan Modlk molalul 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat dengan 
tembusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I setempat. 

2) Permohonan diajukan 6 (enam) bulan sebelum ijin menyelenggarakan rumah sakit 
yang terdahulu habis masa berlakwiya, dengan mencantumkan perubahan yang 
ada dalam kurun S (lima) tahwi terakhir. 

3) Berkas/data-data yang harus dilampirkan sebagai berikut: 
a) isian data rumah sakit; 
b) surat permohonan dari pemilik; 

: . c) salinan yang sah akte pendirian yayasan atau badan hukum pemilik. 

11 
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salinan/fotocopy yang sah sertifikat tanah atau surat penunj'Ukan penggunaan 
lokasi atas nama pemohon dari instansi yang berwenang atau akte notaris 
penggunaan tanah dan bangunan di atasnya dari pemiliknya. 
struktur organisasi rumah sakit. 
data ketenagaan direktur rumah sakit. 
• fotocopy/salinan yang sah surat penugasan dan SIP . 
• fotocopy/salinan yang sah surat lolos butuh/surat penempatan dari 

Departemen Kesehatan /SK Pensiun. 
• surat pengangkatan direktur rumah sakit oleh pemilik rumah sakit. 
• kesediaan yang bersangkutan untuk menjadi direktur rumah sakit yang 

dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup. 

g) daftar dan data ketenagaan tenaga medis rumah sakit: 
• salinan yang sah surat penugasan (SP) dan SIP. 
• ijin atasan langsung untuk tenaga paruh waktu. 
• untuk dokter tetap ada SK penempatan dari Departemen Kesehatan atau 

surat lolos butuh atau SK Pensiun. 
• surat pengangkatan dari direktur rumah sakit, bagi dokter yang bekerj a 

puma waktu. 
• surat ikatan kerja antara tenaga medis dengan direktur rumah sakit untuk 

do kt er yang bekerj a paruh waktu. 

h) data ketenagaan paramedis. 
• salinan yang sah ijazah. 

i) data peralatan medis. penunjang medis dan non medis. 
Denah bangunan, jaringan listrik, air dan limbah dengan skala 1 : 200 

j) hasil pemeriksaan air minwn. 
k) daftar tarif rumah sakit yang berlaku, ditanda tangani oleh direktur rumah 

sakit dan badan hu.kum pemiliknya, serta diketahui oleh Kepala Kantor 
Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat. 

1) sertifikat akreditasi rumah sakit. 

4). Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan dari Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Kesehatan maka dalam waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kerja setelah 
diterimanya berkas permohonan ijin secara lengkap, Direktur Jenderal Pelayanan 
Medik menyatakan menolak atau mengabulkan permohonan perpanjangan ijin 
menyelenggarakan rumah sakit. 

5). Lama berlakunya ijin perpanjangan menyelenggarakan rumah sakit adalah S (lima) 
tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya ijin menyelenggarakan terakhir . 

12 
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3. Berakhirnya ijin rumah sakit. 
a) Ijin mendirikan rumah sakit. 

Ijin mendirikan rumah sakit akan berakhir/tidak berlaku lagi apabila: 
1. mas a berlakunya ij in telah berakhir. 
2. ijin dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi 

setempat dengan alasan: 
a. pembangunan rumah sakit dalam waktu satu tahun bclum dilaksanakan. 
b. pembangunan rumah sakit tidak ada kemajuannya walaupun tclah berjalan 2 

(dua) tahun. 
3. Pemohon menyatakan tidak meneruskan proses pendirian rumah sakit. 
4. Badan Hukum Pemilik bubar atau dibubarkan. 

b). Ijin menyelenggarakan rumah sakit. 
Ijin menyelenggarakan rumah sakit akan berakhir/tidak berlaku lagi apabila: 
1. masa berlakunya ijin telah bcrakhir. 
2. permintaan sendiri menghentikan kegiatan pelayanannya. 
3. Ijin dicabut oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik dengan alasan: 

* ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 
menetapkan melarang rumah sakit rnenjalankan kegiatannya. 

* rumah sakit tidak lagi menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi 
rumah sakit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 

* rumah sakit melakukan pelanggaran etik dan profesi yang berat sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

VIII. Perluasan/Pengembungan Rumab Sakit dan Pembukaan Cabang Rumah Sakit. 

1. Perluasan bangunan rumah sakit di dalam lokasi rumah sakit yang tclah mcmpun)"ai 
ijin mcnyelenggnrnknn dun tidnk tcrk&lit dengan pcnlnglcatan kelu rumah 1akit, tldak 
memerlukan ijin mendiriLn rumah sakit atau ijin menyelenggarakan baru, tetapi harus 
terlebih dahulu ada persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemcn Kesehatan 
seternpat. · · 

2. Perluasan bangunan rumah sakit (cabang) di luar lokasi rumah sakit walaupun masih 
dalam kota yang sama harus mengajukan ijin mendirikan dan menyelenggarakan yang 
baru. 

3. Penambahan cabang di luar lokasi rumah sakit harus mengajukan ijin mendirikan dan 
menyelenggarakan seperti rumah sakit yang bariJ sesuai ketentuan. 
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4. Pengembangan rumah sakit khusus menjadi rurnah sakit khusu~ lainya (misalnya 
Rumah Sakit Bersalin menjadi Ruma11 Sakit Anak dan Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan 
Anak) atau rumah sakit khusus m-enjadi rurnah sakit umum harus mengajuknn 
permohonan ijin menyelenggarakan yang baru kepada Direktur Jenderal Pelayanan 
Medik yang dilampiri berkas sebagai berikut: 
• Rekomendasi dan berita acara pemeriksaan dari Kantor Wilayah Departemen 

Kesehatan Propinsi setempat. 
• Fotocopy surat ijin menyelenggarakan yang masih berlaku. 
• Hasil keputusan rapat pengurus badan hukum atau rapat utnum pemegang saham 

yang menunjuk tentang pengembangan pelayanan rumah saldt yang dituangkan 
dalam akte notaris. 

-Ijin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik berlaku Wltukjangka waktu 
sisa masa berlakunya ij in yang ada. 

IX. Pengalihan Kepemilikun Rumah Sakit/P_erubahan Status Pemilik. 

Pengalihan kepemilikan rumah sakit atau pc:rubahan status dari badan sosial ke badan 
hukum lainnya, atau dari suatu badan hukum ke badan hukum yang lain, harus memenuhi 
persyaratan/ketentuan sebagai berikut: 

... 
Memenuhi ketentuan hukum tentang perubahan status badan hukum pemilik rumah 
sakit, atau bila terjadi pengalihan pemilikan harus memenuhi ketentuan hukum tentang 
proses pengalihan pemilikan yang terjadi. 

2. Pemilik baru rumah sakit, mengajukan permohonan ijin perubahan status kepada 
Direktur Jenderal Pelayanan Medik melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Kesehatan setempat. 

3. Bcrkaa/data-data yans perlu dilampirkNl ildllhLh: 
a. Rekomendasi pengalihan/perubahan status kepemilikan rumah sakit dari Kepala 

Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat. 
b. Salinan yang sah akte notaris pemilik baru dan akte notaris peinilik lama. 
c. Salinan yang sah akte notaris pengalihan kepemilikan dari pemilik lama ke pemilik 

baru sesuai ketentuan yang berlaku. 
d. Data yang berubah dengan adanya perubahan pemilik/perubahan status pemilik 

rumah sakit mengenai perubahan sarana, prasarana, peralatan dan kegiatan 
pelayanan rumah saki t. . 

e. Hasil keputusan rapat pengurus badan hukum/rapat umum pemegang saham yang 
: menunjuk tentang perubahan status kepemilikan. 
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4. Dalam waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kerja setelah, berkas diterima, Direktur 
Jenderal Pelayanan Medik sudah· harus menetapkan persetujuan atau penolakan 
perubahan kepemilikan tersebut. 

5. Dengan peralihan kepemilikan maka ijin menyelenggarakan rumah sakit berpindah ke 
pemilik baru untuk jangka waktu sisa masa berlakunya ijin tersebut. 

X. Ketentuan lain. 

1. Fungsi sosial. 

a) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialistik diselenggarakan 
berdasarkan fungsi sosial dengan memperhatikan prinsip kelayakan. 

b) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialistik harus 
memberikan pertolongan pertarna kepada penderita gawat darurat tanpa 
memungut uang muka terlebih c,iahulu. 

c) Upaya pelayanan kesehatan swasta ciibidang perumahsakitan pelaksanaan fungsi 
sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku/l>eraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 678/93 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rum$ Sakit Swasta. 

2. Pencatatan dan Pelaporan. 

a) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialistik wajib 
melaksanakan pencatatan dan pelapo:-an serta rekam medik sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

b) Tata cara pencatatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

3. Kewajlban Membantu Program Pemerlntah. 

a) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialistik wajib membantu 
program pemerintah dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, program 
kependudukan dan keluarga berencana. 

b) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialistik wajib 
bekerjasama dengan upaya pelayanan kesehatan pemerintah dibidang medik 
dalam rangka rujukan medik, pendayagunaan tenaga medis dan pendayagunaan 
peralatan canggih . . . 

15 
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Xl. Pembinaan dau Pengawasan. 

1. Pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan medik spesialistik menjadi 
tanggung jawab Direktur Jenderal Pelayanan Medik, dilakukan secara 
berjenjang sesuai tingkat tanggungjawab wilayahnya. 

2. setiap tahun pada akhir tahun kalender, Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Kesehatan Propinsi setemp.at melaporkan kepada Direktur Jenderal Pelayanan 
Medik mengenai jumlah upaya pelayanan kesehatan swasta dan rencana 
kebutuhan upaya pelayanan !cesehatan swasta dan tempat tidur diwilayahnya. 

Pen u tu p. 

l. Petunjuk pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan swasta ini tidak berlaku untuk upaya 
pelayanan kesehatan swasta yang diselenggarakan dalam rangka penanaman modal 
dalam negeri dan penanaman modal asing. 

2. Hal - hal yang belum/belum cukup diatur dalam petunjuk p~laksanaan ini, akan diatur 
atau akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik. 

DITETAPKAN 
PADA TANGGAL 

DI JAKARTA 
17 APRIL 1998 

• Soejoga,MPH. 
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t:!eriim ban[~ 

Menetapkan 

.· 

')EPAH'i'l~i1li ·H :CEs tmA 'J'AN HI. 

NCJ/i!OR : GL·l/fll i'l !< ESMJ\S/DJ/V/1987 

'I' E H T A J.l G 

PhTUNJUK PELAKSAITAAll IJP/1YJ\ PEl./\YANAN KESBrUlTAN SWASTA 

DIBIDANG PJ·:LAYAil/d ·i h!Ji:DTK DASAR • . 
D:::HEK'IUH JE!'TDEH.\L I'EMBH!AAN KESEHATAN MASYARAKAT 

r..~ bahwa penyelenggaraan peluyanan medik dasar awasta yang merupakan 

snluh satu bentuk porun ~rnr!:c:• masyarakat dalam pembanguifan keae

hatari telah semnlcj.n berlcemuang, sehingga per1.u diatur dun di bina 

agar penyelenggo.ruannya terjalin dalam aistem pelayanan kesehatan 

paripurna untuk tercapainya derajat koaehatan masyarakat seoara 

o~timal. 

b. bahwa sebagai pelalcsanaan Pcraturan Menteri Keaehatan RI No. 920/ 

Ml!'NKES/PER/XII/1906, ten tang Upaya Pelayane.n Kesehatan Swasta di 

Bidun~ Medik, per1u ditetapkan Keputusan Diroktur Jenderal "Pembi

naan Kesehatan Masya.rakat tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya pew 

layanan Kesehatnn S\·1ast .'.l di Bidang Pelayanan Medik Dasar. 

1. Undang-Undang No. ~l '110.huu l9b0 tcntang Pokolc-Pokok K~eshat.an. 

2. Peraturan Pemerintn.h Republik Indonesia No. 7 tahun 1987 tenta.ng 

Ponyerahan seba(3ian Urusan Pomcrinta.han/Dalam Bidang Kesehatan Ke 

pad.a Daerah. 

· J. Peraturnn Menterj. Keseh~tnn RI No . 920/MENKES/PER/XII/1986 tentWlg 

Pelayanan Ke::rnh :1 ~ nn Swnsta di :O'idang Medik -

ME~1IU 'l'US KAN 

KEPU'lUSAN DIREK'lUH .rnNDEl{[,J, PEMJ3INAAN KESEHATAN MASYARAKAT DEPARTEMEN 

KESEHA'l1AN HI TENT/INC PB'l'lm,nw PEJ..AlillANAAN UPAYA PELAYAHAN K.ESEHATAN 

sv: AS TA DI nIDAl'l G l'l; L.". Y Mr11N MEDI!( DAS AR• ... 

Bab.I, •••• 
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Bab I 

KE '11EN TU AN U MUM 

Pasal 1 

l\~nt~k .Pele.~·an~-.. n Medik Dusar yang din tur dalam Petunjuk Pelaks anaan ini 

adal . . 

a. Praktek herlrnlompoic Dc;l :ter Umum. 

b. Pra.ktek Berkolompck Dokter Gigi, 

J c. fulni Peingobatan. '{ 

J d. Balui Kesejahteri;:.an Ibu dan Anak. 

e. Rumah Bersal:i.n .• 

J3a 1.> II 

P E R I Z I N A N 

Pasal 2 

(1) Untuk penyelonggarao.n Pelayunan Medik Daaar harus mempunyai izin-., 

(2) Izin yang dimaksud pada aya t ( 1) terdiri dar-1 i 

a, Izin aementara dikeluarkan oloh Pemerintah Daerah setempat yang 

berlaku selama 6 bulan dan dnpat diperpanjang maksimal l kali. 
b, Izin tetap dikeluarkan oleh hepala Kantor Wilayah Depa.rtemen K.! 

aehatan Propinsi aetempat yang 1.>erlaku selama 5 tahun. 

Bab III 

PERSYARATA!'! DAN TATA CARA PENGAJUAfl 

PERMOHONAH IZIN TETAP. 

Pasal 3 
\ 

Persyara.tan memperoleh izin tetap bagi 

(1) Praktek berkelompok dokter u:num at au dokter gigi sebagai berikut 

a, Pemohon adalah Pimpine.n YaJclsan atau D0 kter penanggung jawab. 

b, Dilaksanakan minimal oleh 3 or:ing dokter umum atau 3 orang dok -

ter gigi. 
' c. Adanya pernyataan penunjukan <lokter pimpinan oleh anggota kalom--

pokr.ya bagi pemohon Peroranr,u.n. 

d, Mempunyui Su:cat I:;:. in Sor!1Gntn:i:-a dan Surat Rekomondasi dari Pome -

~intah Daerah Setempat. 
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o. Rekomendaai lCeplila Kantor Dopnrtomen Keaehatan Ka bupaten/Kodyn ae

tompJt. 

f. Kelengkapan ban,~unnn polL1yannn disesuaikan dengan syarat keseha tan 

untuk polayarmn kesehatan soperti tertora pada lampiran 1 petunjuk 

peluksanaan ini. 

g. Kale;.gkdpan lain adalah sebagai berikut : 

J., :3o.lJ.nA.r./ :'..'oto copy ulcto lrnndirian Yayasan, 

. 2. Sclinan/foto cor;y 11 I:dn .;e.ngguan " dari Pemerintah Doern11 s0 -

tompat • 

.J •. Daftar ten::1 gP.. profesj. lcesehatan dan Struk.tur Organisasi Pela 

ya.nan ya.i:g diLt:caj.kan dalam pem9agian tugas dan fungsi dalam pe

nyolenggaruan pelayannn, 

4. Salinan/foto copy SID do.n SIP dokter-dokter polaksana.~· 

(2) Perayaratan memperoloh izin tetap bagi :&.lai Pengobatan, BKTA dan Ru

mah Bersalin aebo.gai berikut : 

l\o Pemoh"n e.dalah Pi::1pinan Yayasan a.tau Pimpinan Sarana l\esehatan di

mn.ksud, 

h, Mempunyai Surat Izin Sernentara dan Surat Rekomendasi dari Pemerin•L 

tah Daerah ~etempat. 

c. Rekomendasi Kepaln Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kodya .ae

tempat. 

d. Kelengkapan bangunan pelayanan disecuaikan dengan syarat kesehatan . 

untuk pelayanan lcesahatan r;epGrti tertera pada lampiran I petunjuk 

pelaksanaan ini. 

e. Kelengkapun lainnyR adalah sGperti berikut : 

1. Sulinan/foto copy akta pendirian Yayasan. 

2. :&.gi pemohon perorangan, diparlukan Riwayat Pengelaman Kerja 

yang disyahkan oleh InBte,nsl tempo.t yang berss.ngkutan bekerja 

( Insta.nsi yang berwenang ) • 

J. Salinan/foto copy 11 Izin Gangguan 11 dari Pemerintah Daerah se-

tempat. .. 
4. Daftar 1.renaga Profosi Ke~.; eh;:o.tan dun Struktur Organisasi Pela -

yanan yang diuraikan de.lam pembagicn tugas .dan fungsi dalam P.£ 

nyelenggaraan pclaJiinan. 

~. S~linan/fot 0 nopy SID da n SIP dokter setempat sebagai pena.ng • 

t,ung j<n1a1J. 

6. Salina.n/foto copy SIB d:.!n Ijasah para media ( Perav:at/I3i..de.:.1 ) • 

Pasal 4 ....... 
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Pn~wl 4 

'Putn ou.r!l. pGngajuan pe:rrnohonan izj.n tetnp untuk Sarana Pelayanan Medik 

Dusar sahaeai berikut 

J):Lmpinnn Yayanan a tau Dotter pem1ng;:sung jawa b praktek berlrelompok dokter 

·.1 ;mrn1/ .;oktcr g:i.c:.. ntcu pi:11pin~'.:1 :! iuJ. ;:d. Pengobatan/BKIA/Rumuh Bersalir; set~ 

1nh r. : • ·:wnuh:i. pe; ·sy?1ra tnn p.:lSal J, :ucmgaj ukan permohona.n t ertulis kepada 
' 

'. ~ oJalf< K.'.lnt0r Wilayuh Departe incn Kcoehatnn Propinsi melalui KBpc:ila Kan -

tL1' Dr .. partemen Kosehntrm :Cabupu. t on/lCody~ setempat, dengan tcmbusan ke 

a) Dir·ektur Jonderal l)e:11binann l~un;hat a.n Masyarakat. 

b) l(opala D:i.no.s Kesohatan Daern.h 'Pingkat I. 

c:) !Cepala Kantor Depart omen !(c;;0Jwtan Ka bupaten/Kodya. 

cl) Kopala Dinas Kesehutan Dner·::.)1 'l'in3kat II. 

a) Ki;) pal a Puske smns 

Iln b TV 

KepC\ln Kantor Depurtomen Kesehat(in i<:abupaten/Kodya dalam mempertimbang -

kan pemberian rekomendasi, meli1kukan langkah-langkah sebagai berikut i 

(a) Mongikuti perkembangcm proses permohonan izin dari pemohon dari.. pro -

ses penyelenggarn.nnnya setelah tanggal dikeluarkannya. Surat Izin Se

mentaru olch Pemerintah Dnernh setempat, 

i. b) ifonoli ti kelenc;knpn.n persym':~tnn dnri pemohon dan rekomendasi dari 

Pemerintah Daerc.h sete.11pat, 

1 c) Dalam janglca. woktu 2 (dua) ininggu setelah diterimanya perinohonan , .. 
segera melaporkun/memberiknn rckomendasi hasil penelitiannyn kepada. 

Kepala Kantor \'/ilayah Dcpartemen Kesehatan Propinsi. 

Kepala Kantor Wilayr.ih Duparte !!0:1 Ke:rnhatnn Propinsi dalam memp9rtimbang

kun pemberian izin totap, m0 l uksunnkan lnngkah-langkah sebagai berikut : 

( a) Menoli ti ke"lengk:ipan pe:r.syc.rr..i;rm dari pemohon. 

:u) MAngunnlisn lnporar1/rolw:nenil<1Di dari Kepala Kantor D•=i partem·.m Kesia -

hatan ICabupnten/Kodyo.. 

( ~ \ ~ ~" '\- I "I • 
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(c) .\pnb1Ja sog&la kotent<1r1n to1nh dijalankv.n, selambo.t-lnmbatnya dalnm 

v.olctu 1 · liulnn setelnh mentfr· .1 111;-\ r.ekomondo.:3i dari Kepo.le. i~entor DepaI'

ttJmcn Kesr~lmtnn l\.nbupatcm/ !: mlyn, sngera memborllmn izin tetap yang -

bei lo.k..i selnmu 5 tahun. 

h1snl 7 

( ·1) J1.1nifl pelay.:1nan yang dapa t dilalrnkan oleh Penyelenggara Pelayanan 

Medik Daso.r Swasta seporti tertera pada lampiron II petunjuk p1;1lak-

sane.an ini. 

(2) Janis pelaynnan dilunr ayat (1) harus dengari persetujuan tertulia 

dari Kepala Kantor V/ilaynh DepA.rtemen Kesehatan Propinsi. 

Pasal 8 

(1) Pt>nyolengga.rl\ diwnjibknn me:nyediakan peralatan medik dasur separti 

tcrtorn pnda 1.ampirnn III pGtunjulc pela.kse.naan ini. 

(2) Penyediaan peralatan diluar nyat (1) :b.arus dengan persetujuan ter

tulis dori Kopalu Kantor Wilaynh Departemen Kosehati:m Propinsi. 

Pasal 9 

(1) Penyediaan obat-obat di tcmpc.t polayannn terbatas pc.do : obo.t-obat 

suntikan, obat-obnt untuit lceada.an gawat darurat, obat/bahan kontr~ 

sepsi dan vnksin, 

(2) Penyodiaan ob~t diluar nyat (1) bngi praktek berkelompok dokter 

umum harus dengan pc1·sotujuun Kep1:1.la Kantor Wilnyah DepF1rtemen Ke

sehatun Propinsi. 

(J) .Penyediaan obut-obat diluc1· ayo.t (1) bagi prnktek berkelompok dok-
" ter gigi dihonnrkan sepnnjang untuk ponambalan, pembuatnn prothese 

dan lain-luin yD.ng sosuai serta atns izin Kepo.ln Kantor Wilayah D~ 

partemon Kesohntnn J:>ropinsi . 

( 4) Penyediaen o bat- o bn t dU. uar ayr.. t ( 1 ) bagi BP /BKIA/RB Swas ta ho.rue 

d~ni~an izin Kepnla l\nntor \'!ilnynh Departemen Kesehatan Propinei. · 

(5) Obat-ubn.t yang di:nal~sud pnda ny~t (1), (2), (3), (4) agar berpedo

man pada Dcftar Obnt EEJcnslal tJasional ( DOEN ) yang 1'tlrlakuo 

.. 

~b IV • •• 



, I 

\ 

' . ' . 
',. 

- 6 -

. . ;\JJ, 
"d.". b (!Yj / 

JA ~>A H :IJ, '(fd-!Al'f (TARIF) 

(1) ICc ini;on0yi ;lnsn pclnynn:rn y:.m :!, cla pnt dimintu tardiri dn:ri 

• jasa kol'!SLtl tri. ;:;j, . 

l>, biny:i sLtn tikun dnn o i> ; \·~ ·- o lr ... t m 

~. jas~ ti~dckan medik. 

~. ~nsn penunjang medik. 

e. jnso. pernvmtnn ( tarma suk sawn karnar dan malrnn ) khu~ua untuk Rumah 

Dnki i; Berse.lin. 

f. komponen lain untul~ menun;j Emg pelayanan kesehatan ntas persetujua.n 

l~epala Knn t o:i.· Wilc.ynh Depr.1rtemen Keseho.tnn .Propinsi. 

( ~~) flincinn unsur clan bosa:;:• tnrH ' dari mnsine-mnaing komponen pado. ,"1.y'lt 

( 1) ho.rus d:tmwun dnn dir\;i ub.n ke Pomorintah DL\ero.h setempat UJ:'! tUk mom 

peroleh pcrsotujuannya. 

Pt::.rnl 11 

(1) Torhadap masyarc !~?.t yang tidak mnmpu ( ynng dinyntakan oleh Pejo.bat 

berwenang ) clan oncnt ve'ternn harus diberikan pelayanan dengan tari! 

seringan-ringnnnyn. 

(2) ~'erha.da.p Jcaous keoelalrnnn torutnma dalom keade.an darurat/gawnt de.ru .. 

rut hnrua dibe1•ikon palnynnan seauai dengan etika profeai kesehatan, 

tanpa terl.::hih dahulu 11io111ungut uang muka, 

'Rn h VII 

PEilCA 'i.'A 'i'Ai'~ DM~ PELA FORAN 

Pnaal 12 

(1) Bugi Penyelanggnrnan Polnyunun Medik Dnsar Swasta wajib membuat oa -

ta-tan modik dun 111ombun t lr1 ~>o rnn satinp bulo.n ke J?uskesma.s setempat. 

(2) li'ormnt laporan hulun n. n yni·1 : ~ sebngo.i mana dimaksud aya t ( 1) seperti 

tercantum pC\dn l c.r.pir.m IV p0tunjuk pelak.<:iannon ini , 

(3) Sepnnjang dipc::rlltlmn, Kopuln D1nns Kesehnton Daerah Tingkat I dapat 

men~embnngkan format 1. ~lp o ro.n sesun.i dengan kebutuhan. 

Pa.:;~l 13 •••• 
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Pasnl 1J 

(1) Pari:~ d.Jkto1'/p011ung('u it : ~ ;i : .1i '.L dari BP; BKIA dan HB Swnsta wajib membuat 

lnp111·c1.1' ~;ot:i.ap 3 l1ul1 ,11 11: .. :1:,dc, Kepal n Kantor Wilnyah Dopnrtemen Kesohnt 

nn Propinsi •il8 l:;lui !~12pal<:1 !hntor Depr..rternen Keseha tan Ka bupaten/ICodyn 

(2) J. . .'."lporau ~r:..1u~ d:i.maksud pndo. nyat (1) monyangkut proses penyelnnggaraa.n 

,fan mo.s::ilah pokolc yanc: dilmdnpt dalrnn lingkup, te.nggung jawnbnyn, 

:Bc.b VIII 

PEf.1BEL\/,N DAN :PEN GA WASAN 

Pomh:Lnann dilo.lrno.nnkun ag~n· ,;mtu pelaynnan semakin moningkat dan tc. ~~11 me

menuni persyarf\tnn meclil: yang ditentuknn, serta semakin luas kearah : 

' n) penorapnn funGsi sosialny~. 

·. h) molakulmn usaha-usahn pr,1:-:i0 tif, preventif ( termasuk KB-Kea. Terpadu ) 

do.n P3K. 

:o) mE;njnlnnknn s:lstom r·u;jLtlw~1 Jongnn benur, 

· d) toro.tur dnlnm pencntatnn tlnn pelaporan. 

PnHal 15 

(1) Pembint:i.un terhado.ri rn·r;kt f:L dcktar/dokter gigi berkelompok dilaksa.nnkan 

oleh Kepaln Kuntor Dopartemen Kesehatan Ka.bupnten/Kodya aetempat. 

(?.) Pambinann terhndap BP/BKJA/HB Swasta dilnkuko.n oleh Puskesmas setem -

pnt. 

I'nsnl 16 

Tata earn . pembinann sobngr1im;. 1!li .·~ dimaksud dalam pasal 15 dilakukl\11 molalui: 

a) bimbingun berkoln lnngsunG, 

b) pertemuan berkola. 
·'· 

o) latihan/pendidiknn. 

;d) bnntuan sarana/prasnrann. 

· e) r:1omberikan dorongnn ynng rnen di.dik. 

hLsnl 17 

(~) Pengawasan dilnksnnnk~n agur teknis pelayanan diselengga~ak~~ sasuni 

dengan p:coned.~i' t ekn:l ::; , e ,;!Lis dnn jasa pelaynnan yang diminta sesuai 

dengr_~! • , •• , , 
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nengnn ktltontU<:n prH;nl 10 t:t,~ · ·.t ( c'. ). 

( 2 ) J>encr~wu:olln tcri1e.d::i.p :: . .l'/l:31GA/HB Swastn dan praktek berkelompck dokter/ 

d·:-i!~tGr tdgi dilakulmn oleh r~·; p c. lt1 Dinas Kesehatan Dati II, 

B::1 l) 1/.: 

TINDAKAH f,JJ!'.1INI3 TRA TIF 

?nsal 18 

'. '~'L: .. . _,~'. ~~1·nn t•Jrhc.dn.p kotontur:rn pRoc l 20, 21, 22, 23, 24, 25 dari SK Menteri 

:~ ,;S C;; . 1<:'.t~m Ho . 9 20/ r[Gf!J~ES / PEH/Xl J~ /lj ~· 6 di}fenakan tindakan 

.. ~ .. ~ v._;L~nin (lisnn/tortulis) oleh Puskesmas terhadnp BP/BKIA/RB Swasta • 

. b~ tdgt:,rn.n (lisnn/ te;!',rnlis) ol ol1 Kopnla. Kantor Departemen !Cesehilt'.ln ICobu ... 

!l:\t cn/K0 dy.:i atnu Kepnln Dinn.s Koseho.tan Dnerah T1ngknt II terho.dap BP/ 

1 1\JA/nB dnn pr:ktek 1J0rk e:l t1;11 [J1) ! ~ tlokter umum/dokter gj_gi, 

i;) ~; u.d . ngntan <?.trnl p Gnut1~pan so;u,)i;br n. oleh E:cpala Kantor Wilayah Departs-

d ) pcnc<:'.butnn idn ol oh !C opnl~ !1.rrntor V/ilayn.h Departemen Kesehatan P?.'O::'in-

:J.i.' 

B1 1.b X 

Pnsa l 19 

J'Hdn i:mat berlakunyn Porn.turan !iiontori Kesehatan RI No, 920/MENKES/PER/XII/ 

19£:J o m.'.1 k~ aolnmbut-lr.imbntnyc. na lam jnngka waktu 3 (tiga) tahun ~emua peny&

lon c!~1:,rr1nn I)elcynnan i·,10 dik Dnsa :i.· Swasta hnrus disesuaike.n kelengkapan per -

.l.f'\r:· .• t:~r1nyo. dengnn petunjuk pelc.kJ..;ano.nn ini. 

Th:.b XI 

Pasnl 20 

" l'ctunj uk r·olnksnn::u:m ini berlaku sejnk tangga l ditetapkan, dengnn ketentuan 

kdwm lml-hnl yMc, bclwn diatul' du'lc..\:11 petunjuk pelaksnno.an ini akan di teta_E 

kan lceJnudian. 

... 

DI'fETAFKAN DI 

PADA 'l'AHGGAL 

JAICARTA 

5 MEI 1987 

DJ h ,j('.i'UR ,m1n~.ERA PEMBIHAAN KEBEHA TAN 

\'IA. Y Rf KA '11
, 

I 
/ 

NIP ; 140014925. 
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SURA'r KEPU'.PUSAN INI DTSAMPAIKM1 i:BPl1D.'i YTH, 

.L. fllenteri Keseha tnn RI. 

2, ~enteri Dalam Nogeri RI, 

J. 
4. 

Pnro. Gubernur I Kepnla Dae rah Tin[)kat 

Pa1'a Eselcn I dilingkungnn Departo~men 

I. 
Kesehn. tnn 

. ; -

RI. : 

P; ·."\4 .. !(epo.la ~(~nto:c Wilnyo.h Depn :cte~nen Kesehntan ·Propinsi, 

Pnrn !Cepnla Dinns Ker5ehnt:rn Tinglmt r. 
7 ~ Kepnln Biro Hukum d.-u1 Humns Depart-:imen Kesehatan RI. 

Gr. l)nre. Kepnl r~ l 'usnt cUlingkunga n Departemen Kesehatan RI, 

C). J1ar<1 Kepnlo. Di r c!ctorn t dilin~!. kur1 ~~r.n Direktora. t Jendero.1 Pembinaan 

Kos ehn tnn Mo.syn.rnkl'. t ·!Jopcu·to .. 1cm l(en ehn t;:m HI. 

] •)., Kopnln Direl(torut Kesehr.'.ta.n Gigi Direktorat Jenderal Pela.ynnan 

f.ledjk Dopartcmen J{ose:llntnn RI 

11. Kepaln Direktorut Rumah Sukit Khusus dnn Swasta Direktorat Jenjernl 

Pclnyannn Medik Depurtomen fesohntnn RI. 

1~. /ct1w Umum Iko. tan Doktcr Indonesiu. 

13 . Ka tua Umum Pers Htunn Dokter Gigi Indonesia. 

·1_,i . Kotua lTmum Porsatur.n Porawat 1lusional Indonesia. 

l'.). H:etua Umum Ikatan Bidan Indonesia. 

lG. A r s i p • 

-------------------------------------------------------------------
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LAi'dPIRAH I 

KEPUTUSAN DIREKWR JENDERJ.L PEMB:!::ITJ\ 1\E 

KESEHATAN MASYARAKJ\T 

NO.: 664/BINKF.SMAS/DJ/V /87 

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAJ\j' UPAYA 

PELAYANAN KESEHATAN SWAST.A 

DI-BIDANG PELA YANAN MEDIK 

DASAR. 

L'orsyurat::.\n bcmgunr:~n tempnt peln.yannn medik dnsar swaata. 

f\ . fr1 pri.n r! amn : 

1. Untuk membednkun idcntitns malcn sotiap bentuk polayano.n medik dasnr 

swastn hnrus mo ~:1pur. yni nunn tGrtentu, yeng do.pat dinmbil dari nama 

yang borjnsc. dala111 bidnne kesohatan yang telah meninggnl ata.u nama 

lnin yang aosuo:i. dcngan :fung~inya. 

2. Ukurun pnpan namo luasnyn mnksimal 1 x 1, 5 meter. 

3. Tulis~n huruf br.lok warna hitam, dan dasnrnya barwarna putih. 

4. Pemnonngf.\n p~pnn n :-. ITlll pnda tornpo.t yang mudah dan jelas te:rbacb. oleh 

1nn2ynrnkn t. 

'..i. Numn-nnmn dokter dnn judi·tr,lnyn pnda pra.ktek berkelompok dipasang di 

rutmg tun3gu pc,s:i.0 ?1. . 

!.\ , 'I'il ta runng ; 

L S otinp ruang perik:.m mempLmyn1 luas minimal 2 x .'3 meter. 

? . Sotinp bnngunnn pc l.nyann;1, minimnl mempunyni 1 ruang periksa, 1 ruang 

administrasi/kegif!i:tLn ln.in sosuni kebutuhan, 1 ruang tunggu dan 1 ka

mar mandi/WC. 

!Chusus Rumah Borsnlin Swnstn. ditambnh minimal 5 ruo.ngan untuk 10 tem

pat tidur dnn 1 O box bny:i. , j ugn di tam bah minimal 2 kamar man di/WC dan 

spoel hoek. 

J. Semun ruangrm r:ic rrq:ii..myai 'Ientilnsi dun penernngan/pencnhnyaan 

cukup. 

c: . L o k n ::i i 

yang 

·1. i·;iompunyni lolcc~: i <. ursen°L.ri . ~rrl n g telnh disetujui oleh 'Pemerintah Do.e.-

1·nh fl ctc;;r!pl'.t ( ti:~·, lcotc' ), cidak berbnur/sa"tu ato.p dengan kegi tan 

pt1 s rit pe r- 'belanjo.nn, tempat hibuian elm: yang se-

jenifmyn. 
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2. hdc.:k oerdekt: t :-.:1 (~c,11g~l n l ol;:r~si bentuk pelaynnan yang s e j enis· Jnn 

juga ngnr sosur, i dengnn fun~si sosinlnya ynng salah satu .rungsi

nya o.do.lah mondolrn tlmn pelayanun kos eho.tan kepnda masyarflkat, 

D. !hk Gunn. Pukni : 

1. Me:nplmyo.i surat pemililcnn bnn13unan ( surnf 
0

hak milik/surnt Ha.k 

Gllnc. Pakei ) • 

~. i~le !il 1;uny~\.._ s llJ.'" ~ IJr~ lc G.lt 1e Fn.lrni ( Surat Kon trek Banguno.n ) minimal 

solumn 2 (dun) tahun. 

DJ 'l'ETAPKAN DI : JAKARTA 

5 MEI 1987 

Kl!S BHA ~r~N 
' , . 

.. : .· . 
. · .. 

-, ' 

' -
\ -

\ 

NIP 140014925 
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JENIS PET,f.. Yfd!AI·~ 

IJ, f.lV IH fl.H :er 
f'. J~ i.:.U JUt.iAN DIREICTUR JE'NDERAL 

P'.~;H BiflAAN KESEIIATAN MASYARAKA'l: 

If () : C64/BINKESMAS/DJ/V/1987 

'l11;N T:\ !·l G : PE'.i.UH JU K PELJ\KSANAAN U PA YA PELJ\.

Y.UiA N KE3EHATAN SWASTA DIBIDANG 

PIUJ\ YAN J\iI · Mi!:DIK DAS AR , 

l'r,1ktok Borlcelomp ok De i;: l 01· ' ' 11 .i i ,. 

•·· 1.1er:i knann l.L.1tW1 

, " l't' Jlik• ~if : - ko. 1 :i1.: ~ L~ ~ :~:L 

- [Jer1 y1:luh::m, 

) • . Proven tit: iwnuni sasi 

4. Kurntif - ~rnngc:: : ~ tcm umum secara rawut jalan 

- mino r· nur~eny. 

5, !C~tnjun[S:\n rumnh untuk rawnt jnlnn. 

C. Fortolongnn rortnm.•·. Jindio. lrncolakann ( P3K ) , 

'(, P(11.nywrnn g r~\'mt ,J•.·.·u1'nt. 

:.1. /(11j11J. .• 11. 

10 • Pvno;1 la tun ;uo (lil~ d' ·n Pe la pol'< Lil oerkala. 

U, h•11k tuk Uorkolompolc Ji okter Gigj : 

1. Pornu1·iksonn Jco~;0h ;~ i ~n ~j. gi d ·. ~ i1 ·11ulute 

2. Promotif : - konsu·.~ tnsi 

:3. Prevontif: - plaqttu cont :col 

- fluo :r. nplil~L'. S i 

fJ C t~ l :.. n [~ s 

4. Kura it i' · - El:CtI·. ~ · ! tio 

lrnnsorvasi 

- cndodontics trc;:, t 111ent 

fH:n t:, •i Jfl tnn ;j c.ringa n mulut dan giBi 

~i. Hoh.a bi.libtif : - dentn l pr o theoa 

6. 1 ' .:Jl"L . ll ur.~;.m 11ort n . 1. pn d :·. h:r:: ,;·1~1: ·, ko.an ( P3K ). 
~ 

7. IJcl n:r,n::n u.:wn t cl"1 :curat SOGll £'. i lceakhlian. 

8. Rekomund.a::ii Jcc n eL ~ c<:n rnulut dnn gigi. 

S P!lju : ~ nri. 

10. P""l.C <:.t tntP.n medik ::L n l)elnp ornn berko.la. 

C. I> :, <.i. i 
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c. · 1\nl.1~ fcnJo·cat!" .. n Svn,;-1t~1 
\ 

l, Porncr~lcso:::.r1 u::1um . 

2, P1·omt tif ~ pon:,ruluhc.n Les0hlttcn porornnean/kelompok ditempnt pa .. 

•. p0;1y'. : luho.n dJ. ,,1c~ ::: yarcdc:.:: t scrnuni petunj uk Puskesmns, 

- :i.:::.:1unioc.si dns.:u· 

, J • .. :.i :::"cJ. I,,·~. ~:' 

ra m1n·ujulcn,y:.: . 

'.;. i·,,c. .. 1bcw tu Pu11 ko umo.:; 111ongoriai lrnndnan vm bah/lee j ndinn luar bJ.i: sa. 

l~. M0.nbinn l (sntu ) Posynnclu dnn l (sntu) sekolnh UKS atas petunjuk 

Pu:3kes:nns. 

CJ, Jqinbilr; · di t::~ti 1J : rd ·lolcter r:1alm selain 1 s/d 7 diatns dapat m0'.!.al...;t< , 

nok(;n lceg i..:1t ::- . :1--!~ 01) .::~tnn ~.'nnrr, oesuni dcmgan wewenang dol:ter ters0"!-t.:t 

dnn aeaur.i <longnn i'unBsi Brtl[ ~ i Pengobc.tun. 

9. Poncntntnn t.ladik d t~n Polr~ por:1n berkaln. 

n, ll{~ lni Ko:Jojul : i1;1·r1 :. :·. \ -~. l 11 : 1: i. t: .. ;. ' ; .,vns ta 

i , /J111111,1,; 1·ik1:;i l · ' · '' ' :: ,~ . ; . ..,:. i'J d:i1 f' "•iJi1luhnn tento.ng 

- kul 1::milr.n, p01' :·; : . . L:lnai1 , !1! !" :, :; . 

- porawntr.n 1.J,,,_yi arm nn•~k p:::•asekolnh. 

- g i z i. 

- snnitnsi tlnaar, 

2 . l~uml>ina 1 (sc.tu) I;osynndu dnn 1 (sntu) Tnmnn Kan11k-krumk, ntos pe-

tunj ulc Pl~sk esrr ... 1.S. 

) . i,folnlrnana}.:1n lii:11i::i ng.·in dnn poiabinn:::.n terhc.dnp dukun bersnlin/dukun ,. 
pernji. 

4 . r. 10l<~ynni kns us i Lu untuk 

- p cngnwnsnn kohn. ·! i lnn. 

- pertolonr~r.n po:;.•::ieilinnn fLd.ologis ( tormo.suk lotak sungsang po.da 

r.JU 1 ti pi\:LT\ ) • 

opisioto:ni d:".1: , . . :: 1j.::.Li t ~ ·. r. 1 ulc:i perineum tingkn t I dan II. 

- pornv:nton nif: ~. s dc.n rn c.: nJ u::.mknn, tormnsuk pGmberian utcroton1k, 

- p c.: lo.ynnnn kontr~t:3epoi sad ~n·h:;na , pil, KB, IUD (AKD!t) l d.D.n KB su :1 
' 

tik. 

- pelnynnc.n immuni~: '.ls i 1"L' . 
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s em..<ai kc lJi j n lrnnn r:.~~ n l1 :; :~1ori11 tr~r,. 

- 1,01 ci.wn ~an tGr1msuk portolonc;an dii-.. re. 

- pct~njuk pomberinn ~uknnnn. 

;, • Men:1io rilc.m o ua t-o b:::b-i.n 

. 
- p:.;ne,o1>.tau t\.lrt0r.tu i l>'.l.ri m 1Jid.'.".r1g lcebida nP.n, sepanjong hal 1.tu ti.dc..k 

;1101 r: ui suntikan 1 kocu<'.li :cuteo bonilm. 

1. :.~i bavmh pcmgawasan dokter, di D:OA Swnstn de.pat dilakuknn tugas-tugas 

ntnf; pctunjuk doktcr terscbut, dnn segera merujuknya ke fnsili tas rujukan. 

U, Poucntntnn modik dr-tn polnpor;in berlmln. 

' '. !, !Ii lmVl:Lh por,gumntr~n ]i (i \,.t1.;;l' per:: .r<:f'.lll'l fj jawnb, uapat dikerjaknn pula 
!;:: 

1 
r 

lYi' - ;i 1; n g!l. v:i.u,;n n ko In 1111:i. l : . n 

, vor:;ii 1 unr 

ponr,ol11nrc:r1 dt'1n ,.'. : .n di jj i: '-) ; ,:i :; ;~ ;jar).ngnn konsepsi pada keguguran. 

- 1•01·tol cinge.11 r•01·:,; .J .. 1.11:'.n : 

I Cll'C\Wn tc~n !Jl'l\ l'i01'3' : liliaJt ( ku;•ang 2 hari ) • 

• pers :~liriun :.iun13s.-.n0 11rimipar:1. 

pcrtolongnn dong.:;n suna,n n tnu extractor vakpm pada kepala di lunr 

p:rnggul • 

• pomborian infusn untuk ;,·,c 1;:po1·tahcmknn keadnan i bu. 

- portolongRn masa nifRs : 

• porawntun pnsc~L lJCrsnlinc:•n dJ HB tnnp'3. komplikasi. 

• p~rn1her1nn nnti biotikn pada infoksi. 

( orol muupun 1mn f: )knn ) • 

• pc11t.1 ::Jlmgan su~;uk l '.B . 

pernw:; tr.r, bn;yi bt::i.·u l'. .l·: tr ( ~ j H :' d0ngan minimnl Apgar score 8. 

•• p 0rt01 Orlt;<:Ji kod<U'U l "'.1 t< ll'l : 

• poncugrthan kcad.ann r;enrl.:i l'<•h\'\tl ( infuse. ) 

• mcn{Sntnsi perd:-·.r ::.hnn p8. ;; c :'• pnrn:\linnn dcngan pcngelua.ron uri secara 

digital. 

r.iengatu.ni kodaruro.tnn oklnrnpsin • 
... 

• mengnta::;i infclcsi bny:L bl'.ru lnhir. 
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~; .. lfnl-lnl r~ ilu:-i.r /; d r ·. n 1.: dint .:-: :~, n ~,_cr· segora dirujuk ke fasili tns rujuke.:1. 

4., Pcncntn.tnri mcdilc den polnpora:1 l>n rl:ala. 

lH 'rE TA PKAN DI JAKAR S:'A 

5 MEI 1987 
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Li\ MF(RAH IIJ 
I' 

:: ::Hl'!1lTSA!T nnrnKTUR JENDlmAJJ PEW:BINAAN 

trn:.H:II.A TAN MASYARAKAT 

HO : 664/BIN!\ESMAS/DJ/V/1987 

'.l.1BWl'ANG : PETUNJUK PELAKSANAP.N UPA YA 

PEJ..AYANAN K~EHATAN SWASTA DI 

DI DtdIG PRJJ/\. YANAN lilEDIK DASAR. 

i .1-.:\o)lc :• ; ,'l.:o loqiok Doktllr Urnum : 

·1.) re rf'.:~ ... c :·n untuk : .• pcmerilrnann umum 

- konsultusi 

- penyuluhe.n. 

l. '..) !_:ct.:rnk.J]i hins :~ c> kobidnnan 

2. Tnnrlimotnr 

1. B·· i:e;rai/J_:impu uonter 

4. 1'0noknn l.l.c.lt 1.i1, .. ; ~ tnl 

6. Timbo.ngrm dOWIH.IH 

7 • P( ukur ting;·.i. 1iadnll 

e. l'.l. i:> pon~u}:ur 

9 • 'f:. · ~- :nornc1ti.:.-r ort: ... 

10. l;: .. i'OIOm,~tor :£'\)11tnl 

11. s::. : lt t ;,ng:rn 

12. I>o ~ tol'-- poster ) 

13. AJ.r.t porciga ~ 
I 

14. C .,, _,plotc Dingno:; t ic net 

15. ll:':mmer, :ceflox -!Jesting 

2 ) PoraL '· ~n untLlk . fl.·ovlm tif : 

1. Co l,., Chnin 

2, Sp!· t ( f, lRss (;: raotnl ) 1, 2, 5 don 10 co 

3. Pn· · .tus 2, 5, 10 cc 

4. Jn ~ . .1:1 spuit ifo. l~~ , 1 4 , 22/2J G 

5. RJn (!; - ·ru111>er 

6. Sterilis•:1tor 

7. Ko t[1.k kr.pns 

s. Pinset 

9. Vr.l~sin or~rier 

.. 

masing2 1. buah 

l buCl.h 

2 buah 

5 bu ah 

1 bu ah 

l buah 

1 buah 

l bu ah 

2 bunh 

2 bu ah 

l bu ah 

sesuui dengan 

kebutuhan. 

1 set 

1 bunh 

1 buah 

masing2 1 bunh 

masing2 1 bual\, 
masing2 1 lusin 

10 buah 

1 buah 

1 bu ah 

l bu ah 

l bu ah 



I • 

i 
\ 

F 

! 
~~ . 

.. ~· 

... 
< • 

' . 

- 2 .• 

j 'l • ' I' . 
! : (). (~. , '.J ' 7' '/ ) j _ 

·1 ,; • 't'c.inpa t cu ci t~ng~n (';;, stnndc.:cnyr'. 

] ~i . !'i .•1. 1 <~ 1;: .. njnl/nierbcken 

16. 'l'1m1)11t inutru;nont, :,1ctr~l 

·1 ·' • ·: . !: •. ·; t c r , r r J th:' J ,, ~; :;.:in. 1 -: 

: ForcorJ~, d:cerJ ~:; in~ G ;, .. 
" 

,~ 1c ~ ·· ;;~, haemo ;:; t :~ tte I I' 

() . Peirce; ps, sponge 

?l. Porcops~ Sterilizer, Cheat l o 
') • ) r;unti ns pGrl1::n '· ,_. 
;~ 3' '· ~·tr 1 t"!..n ~·~ O(lul"i ·\~ii. 

;~6. IUD K:i.t 

) ) l1era.1 a ton untulc lrnrotif : 

l, 'l'ompnt inetrumont, moto.l 

2. 1'empat ouof tnngnn & standnrnyr1 

.'..!. Pialn g1njill 1 !Hurbokcn 

1. Irrigntor, lK 1 
1->. J:i.r, dressing 

t • i"1r11 tus 2 Cl~ , 5 cc, 10 cc 

'i . ;;r,uit 2 cc, '.) cG, 10 cc ( g l;:s::i & metul ) 

() . Jarurn :;puit No• 2 I 12, 14 

'.) . Cnthoter 

ll). 
,, . 
.Jyr1ngo, enr & ulcer 

ll. ~yri.nge, roctul 

12.. Torniquet 

lJ, Snrung tnngnn No. 6%, 71 7~ 

14. Pemegunc jnrum bednh 

V). ,Jeirum otot 

16. Jnrum kulit 

1 '/. famang uto t :;: bc nu. r . ._'. sut :1.·:~ 

li~ ~ Curi ting o-pernsi .. 
]. ~) .Scalpel 

20,. (;untj.nc: perbr:n 

sesuni kebutuhan 

mnsing2 J pasnn~ 

1 bUE'.h 

l bu uh 

1 buo.h 

1 buo.h 

, l bunh 

l bu oh 

1 bu.ah 

2 bu ah 

1 bu ah 

1 bu ah 

1 buo.h 

l buo.h 

1 bunh 

l buc..l:. 

l set 

l bu ah 

1 bunh 

1 bunh 

l buah 

l bu ah 

masing2 l buo.h 

masing2 1 buah 

masing2 l lusin 

l bunh 

1 buah 

1 bu ah 
" 1 buah 

masing2 J pasc.ng 

1 buah 

3 bu ah 

J buo.h 

secukupnyn 

1 bunh 

2 bt.:.ah 

l bu ah 

21. Kotak ·~··•• 
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. ·- ) (, . .11;pu f~ : d.ri tus 

:~ J. IJ:r-oppo1.~ - modici nu/p:i.pd 

' • ,1 .. ~,. . ·r:i_ nug infuso. 

fjet ir.fusa donGr.'Lri bided 

: G. \ .:i -Lrnn i.nf11sa ( Nall fisiologis, glucosa ) 

'.~'( . · '{J :;en rlc lj very set 

.· l l\ ·J t 0(•1\";E:J.' untnk l;:unjun{;:m ru !i1r:h 

! , ·i'i.•l .o::: t.c1\ v;nter pr·oof 

1 • 11<1 to ra i I l'o c lrn t; 111i°ilfJ 

') . ;; pyg101onor:iotoi• 

·' . :i totoscopo 

o. Forcop!l 1 ho.emootatic 

7. ~al'atuo 2 00 dnn 5 oc 

a. 8pu1' 2 00 dE1n 5 oc 

1. J(\?'U1tl apuit Ho. 'J 
" t 

u dnn 

lO. Ponukm1 lidnh, l!hi lhl 

I J. J !: ~· llJ/lU I' 1 !'ufl OX t u:J t 1.11c; 

. 
1:. f>rnktok Ilorkel!)mpok TJolctor Gigi 

l. Don tnl U:.:L t 

I. F.i.11:;ut 

l•, Pungnduk semen 

'{. Instrument plastil3 

9, Pongaduk silikat 

10. Penumpat semen 

11. Ponumpat n1nulga:o 

1?. f':L:.; t ol am::lg[~m 

14 

:i :J. Pu;no(,;:.ng lidah dtin knpns denw:n pennhnn dngu 

·.1 ;; • Pe1nc.gc~r.r m~.trilrn dan Len mo. ti ks 

J.'( , Bu .~'-- fo:' stra.ight f'c contl:·a. nnGlu 

1 buah 

1 bunh 

1 buah 

1 bunh 

2 pasang 

masing2 2 botol 
' 

1 set 

1 set 

1 buah 

1 bu ah 

l bucll 

1 bua.h 

1 buo.h 

l buo.h 

oosing2 1 bll~h 

masing2 1 bu ah 

masing2 4 bunh 

2 buah 

1 bu ah 

1 set 

6 buah 

6 bunh 

6 bu ah 

3 bu ah 

2 bu ah 

l bunh .. 
2 bunh 

2 bu ah 

2 bu ah 

2 buah 

l bu ah 

2 bu ah 

1 buah 

1 set 

l sot 

1 SC~ •. 

18. Tempat ~ . , ••• 
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1., . 'l' ... .r;1int t;.~ : npon stror:i.l 

., . 1'01 :! 11.iunc, ,j;lri ( l<rn1~on b<'.ck ) 

:, ·1, '1': 1n :~ Lm ~uk devmt:n 

< :l. :· i CJ)' h0klrnn 

' I , > 

· f . . :;1 . • i li.:.:01· lnotru::11rnt 

·· . • !lpir1.tu11 .Lamp 

·.1. i'.i ... in 

' : , S 1H;1pr1. t 2 1111 

:~ .• Jurum u~mprit No. 12, 14 

0 )). Seal po~ 
~! .:'.; ·u :.5 'f · ·; ;;:-.. ; :~.:;~~da e 
( ~::. ·~1 . . ,.,., ' :. 1,: ~.~-,~~~ ,.; ' }''~~ ' . ~ . . 
. - ..,,,;.•·~ ·:. ; : ... ;(.. ·'"'• ·11.' ,1;.~~ ' ... ,~~ ,1 ~ .... ·;;.'f.i .. ~\1i;: ·.t 4 ... . ,,., .. " .. ,. "'~ .. w • ll• " op ~ """'8 

"'·t7:~f ;':: · : '~· -v· ~,. · Ai;f:.1 1t.Wit r· · . · 
·· { ,:.!'::'::: .;

1 
• ·)~~ .·~ttdl .. :!~•1.i'~,.~"· aurgeon Yo! oirclo 

• • • . ,lj , ~ ! . .' :-: .. ...... ;: _;.;. . . . ,• : . 

)"1, Cibc~obci.t·nn dW1 bnho.n- baiwn d:brn:Jl<i'- j lean dengan 

l<1J l·ll tuhu.n prtlk tuk be 1·kc,·i c .. :1 poL ifol': tc:i · gigi. 

: 1. f\ll ·: .. lr\tnn 1nudik d11n obnt-obntnn Wl \'t<it dururut 

di ~1u:;1t!li k:'.n ctong;u1 kGrdchli[ '. 11. 

.. :" : 1 . J. I 'en11 o b~i t: !11 Swo.str1 

.l . ;~ [lll it ( {~ln::;:·; f'.• r.ietn1, )~ 1 
. ) h ir :·, tus 2 oc, 5cc, 10 cc . .. f 

~ .T :; l'Ulll Ho. 1 ~~, 14, 20 _,. 
•1 . Jnrum sj.rnrgi IJo. 10, - 70 

'' · !ionnng otot, bennng :1u t;rn 

t: . 1'0111ou11ng jnrum !.>irm.·r;i 

'{. Art0ri ldein 14, cm, lu1·us 

n. Koren tang 

') , Hnoot binsn 

l O. l '.L neot :'Jj j.•ui.·r:j. 

1 ;.: • .' i ri:i.;:JllOir1:.!no :net er, ~;o•o He. 

l :: • :i:yb::rrd/lnrnpu s 011 t c:c 

} . ; 0 'l'lH.: :crnomotor ornl d n ;1 r r.:i kt:.tl 

l ~ : c ~ thator nolaton No. 3 - 15 

cc, 2 C C I 5 cc, 10 00 

1 bunh 

l bunh 

1 bu ah 

l bunh 

1 bu ah 

1 set 

2 bu ah 

1 set 

6 pa song 

1 buah 

1 buo.h 

~ bu ah 

1 set 

4 bu ah 

2 set 

2 buo.h 

l bu ah 

2 bu ah 

socuoupnya 

secukupnya 

secukupnya 

masing2 l buah 

masing2 1 buah 

masing2 l 1 bunh 

a l box 

l set 

secukupnyn 

1 bu ah 

2 buah 

2 bu uh 

2 bu ah 

2 bu ah 

1 bu ah 

l buah 

l 1'unh 

0. 1 bu ah 

l se·t 

16 Bas1a ••••• 
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J .1 .. ;f'..,11ipat tampon strori 1 

.... i. lol:! n•'iunc; jn.ri ( langon back ) 

: 'I.., l\;q)1ombuB angin pnnns 

'/ , b:1·cury d:io µoncer 
· ,I .. . 'i':in ., L..ll ~· uk dovmt:n. 

· . ~ . ·· \ • .;1· lr.: \.c1c0n 

i· ·. :. .. . ; ·1i:;or ll'IFJtru;nont 

• ~; plri. tui; ln1:; p 

.~ ~!. • ,Jnrui:i aemprit Uo. 1~~, 1.4 

)J. lioul pel 

,i.\ , Soi.osoro, Ll'\ndngo 

:>;. 8r;.1eitJoro, oyonHing . . :: 

:1l. U~odl•- ll.ltu·re, ourgu c-11 ~· ~ el 1" ·1 o1 

ktil ·11t•dw.r, JJruktok b1;l'ku1o:npok dottor gigi. 

.. : ~;• ". l : .t:1 1 i .:i vdJk dlln olJi.1L-0bntt111 i"rnat do.rurut 

.i 1 .J~;Jllcd r: .•·,n donLl.-m kc<~khlinn. 

'; , .;•.u11 lol: c.-; t: :t 1tn:.; .\; 1.J:·:w2.h !lo . 1
1 

,~ 1 J 

1, Spuit ( glu3~ & me tal )~ 1 cc, 2 cc , 5 cc, 10 oc 

h 1.r:1 tlrn 2 oc, 5cc, 10 cc 

J . Jarurn Ho. 12, 14, 20 

~ . Jarum sirurgi Ho, 18, - 70 

~ . Han~ng otot, bennng sutru 

ti. 1Jor110tu1ng jnrum sirn:rr:t 

'! . Arturi kl<:Hn 14,cm, l1n·1rn 

i~ . Ko:celi tang 

!· 1. ;· ;1 1cut si1·tn·1:. i 

J l < ~"[ · 1; .. ,:;knp ln.c.sn 

12 . f> pigmo ;uunornet er, JOO Hg 
' ].j, :; J.:~ t crni/lnmpll sent e1· 

1 i • '.f•hor111orn0ter oral dan rektol 

1 : .. .. C:: · tlwtnr nolnton Ho• '1 - 15 ..) 

1 bu ah 

1 bu ah 

l bu ah 

l bul\h 

1 bu ah 

l set 

2 bu ah 

l set 

6 po.sang 

l bu ah 

l bunh 

~ bu ah 

1 set 

4 bu ab 

2 set 

2 bucll 

l bu ah 

2 bu ah 

socuoupnya 

secukupnya 

secukupnya 

masing2 l buah 

masing2 1 buah 

masing2 l>buah 

a 1 box 

l set ~ 

secukupnya 

1 bu ah 

2 buah 

2 bu ah 

2 bunh 

2 bu ah 

1 bu.ah 

l buah 
, bu ah 

a 1 bu ah 

l set 

16 Bas ::;.u •• ••• 
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; 'Olli l~:.m litlnll 1 1:1e:t:tl 

20. Guntinis lLl!'UB 

21. Gunt:...n6 porbnn 

2._. r~1.. .nt; .ng OpEH'D.S i 

~!3 . Dros::dr.g jm· do11u~n tut1tp 

.. ,· 
' ) . 
1.G . h.tn pcngukur tiri ~;gi 

('. ·7. 1i1.·11Jung renksi 

co. J.r.knn pla.stik 

29 . :.>puit Blicerin 

)0. '.l'umpat cu~i tangnn dan 

JL Scelpe] 

-') 
)~. Iriga.tor 

JJ . Penggnn tung infus 

34 . m) snhli 

stnndn.rnya 

.Ji , J\ppn:catus tempat korcmt;u;g 

)6 . Set Infusa 

i) , 1hl:1i Keso,jahtornan Ibu dnn Analc 

1. Tonsiroeter 

2 . St0toskop bio.sa 

J. Stotoskop bidan 

4, Timb::m gi.:m dewr.sa 

5, Timbnngnn buyi 

6. Bak narung tungan ( stcril 

7 . :-:in:cunr, tangfan sto1·.Ll 

8 . Dak lea.pas lisol f;tl.::ril 

9 . Knphs , kaoa, kapn~ lidi 

10 . \'/n~korn 

L '. , 'l1ho::.'.:.c.nfl te1• li.:•d~~n 

1) . ·]'J,ormomotar 1·ektnl 

l:~ . Spekulum Vat~inn ... 
15 . Roneensia nnti septik 

lEi ., }>orlenGkap::n ke<iorurntnn 

- C\lat PJK 

2 bunh 

a 3 paso.ng 

l bunh 

5 bu ah 

2 bu uh 

2 bunh 

2 bunh 

3 bua.h 

1 bunh 

2 bneih 

l bu ah 

2 bu ah 

2 bu ah 

l bu ah 

l 'buah 

2 bu ah 

l bu ah 

1 bu ah 

1 bunh 

1 bu ah 

1 set 

l bu ah 

l buo.h 

1 bu ah 

l bu ah 

1 buah 

l bu ah 

6 pa sang 

" · l bu ah 

secukupnye. 

2 bunh 

2 buc.h 

1 bu ah 

1 buah 

2 set 

seculrnpnya 

1 set 

1 bu ah 

1 bnat. 

- ala t ••••• 
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[\1:.1t S\..dl Uk 5' ?. ' 1 cc 

jnrum suntik 

obat suntik ( ercotanikn kumirul ) 

1, ~erJ.r:lnc;kap:-.r1 rurrnt?. porilum 

- sama dengrm p0rJ.onglrnpnn ! :K li~ Swasta Ho. 1 s/d 16 

n. ~ct p&rsnlin:rn s:i.'.lp d ip::L-.i ( steril) 

- li:al.n stel'i l 50 x 50 cm 

- sarung tnngnn strGd. l 

- Pcnjepit tnli pusnt 

- gunting opisiotrin 

- tnli pengikat tunggul tali pusat 

- pengj_aap lendir buyl 

- '.J.herrnomc~tor but1nn 

- Cathotor ( :l.l>u ) 

Kasu, knpas, kapns lidj 

- Rengensi~ anti soptik mutn, tali pusat 

b, Set jahi tan episiotomi ynng siap pakai : 

- Saruhg t:-mg:rn .::> tcr.i 1 

- Pomor,anc j .:u'u;n bod uh 

,forum otot 

,faru m ]cu l:L t 

Prinsot bod!:th 

- Gunting 

- Bonang otot, bonang sutra 

- Tampon kasn vaginal, kap~s lisol, kasa biasa 

- R0agensia anti septik 

c. Sot suntikru1 : 

- ,forum sunU.k 

- t:orgr.j i -tu:11pul 

- :·1eu« 1l0 c, til<~t:, 

- Oba t r;u ~ : ti k o ksi to r,; i e; ;:, 

Ob:1t ~u::ti.Jc orgom0trin .rii:tlcnt 

-· '..font fJLln U . k 

mnsinc~ 2 buah 

aecukupnya 

lain2 ditentukan 

Puskosmas 

2 bu ah 

3 pC.Sl..L:-1 8 

2 bunh 

1 bua.h 

2 bu ah 

1 bu ah 

l bu ah 

l b:.iah 

seoukupnya 

aeoukupnya 

1 bu ah 

1 pasang 

1 buah 

1 bu ah 

1 buah 

1 bu ah 

1 buah 

secukupnya 

aecukupnya 

secukupnya 

'lo 

1 buah 

1 buah 

5 buah 

l bunh 

secukupnyc 
~ botol J. 

3 ampi.l.l 

:, amp:1.l 

3 ampul 

d, •. ·1. <. .. t • @ •••• 
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<l. Alrit p,;ln.ni;lrnp l:iim1 Jr, : 

l(o.rontar1g donr,;m1 L :·.~.1;y-. 

.. Jlak rJ.:i.1·u111~ tn11: ·:rn .. ;i·.n·il 

(!·~·tJ11.; ~or r,tl lnton 

- · 1do.skn:n M.ri.sa 

- ~'i ;:1ng infusu 

Sot infusa dehgan bidai 

CairRn infusn ( N~Cl fisiologi, glucosn ) 

- r:; o :,1rn'1 t glisorin 

non.gonuin ant:i. ::iu'.1 l. .i.lc 

- T, .-,,;npu senter. 

/\l:=t::; tompat po:ci:.1;1 ·1 :i."~ln 

- :!luli.-bu].j n.l.r pnri <,r; 

'i'11urmo:neter 1m<1nn 

- Dnk sampah tertutui; 

- Temput tidur perscli.nnn 

- T.emari o bat 

- Mej~ porlongknpnn 

J. ·rerlongkapan runnG pe1·rnuYtc1n 

~. Tomput tidur p0rawntcn ihu 

b, Box bayi lenglrn.p . 

c, Alns tompat tidur longlmp 

d. Stoclcpan 

1 bu ah 

1 bunh 

1 buo.h 

6 pa sang 

2 bu ah 

1 buah 

2 bu ah 

2 bL.<ah 

1 buc.l t 

1 but.:.il 

2 pasifog 

a 1 botol 

l bu ah 

1 bunh 

l. bun.h 

1 bu ah 

l bUF.lh 

1 bue.h 

l buah 

secukupnyn 

2 bunh 

l buah 

seculcupnya 

10 buah 

10 buah 

masing2 10 buah 

(bayi dan i bu) 

5 buah 

10 buah 

ditiap runngo.n 

l·' • 1\:r1d<1trm non .i1v(tik u11!:11k: ii.. 1 ' J' :. l~t r;l: berkolompok dokter umum, c. Ba.lni 

i '-~ n!'.oliat1111 [)·:mntr., Tl. !hhi l~0~; c_i;.J1t0r1rnn Ibu \inn Anuk dan E, Rumah Bersalin 

1 buah 

1 buah 

1 buc.. h 
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5. ~rompa:~ ouci tnngnn d.n.n otrn1ct~1n 1ya 

., ' , I '. ~ ·· · j tll ' !'. t / :·; J:tt 

·i' ~ i'.;.:; j ::.. po:dkan 

n. Llcjn pornlntnn 

lO . ! fr-.ndut 

lL Bo.k s 0. mpal1 t e:rtL<.tup 

12, Kur1:d tunggu 

'l.J, Ku l"~Ll pa~J:en 

14 - Hulm H.agister [,icdi! ~ 

l'j ~ Po rm lapor·nn bnrk'-~1c~ 

' . 

l ] .. . ~1. 

.L :..i l~ . · .• l 

1 bu ah 

1 bu uh 

1 bunh 

sc0ukupnyr. 

2 buch 

2 bu.;.h 

sec11kuv:1~ra 

sccuku r n ya 

soculcupnya 

secukupn yo. 

:)orr. lntan non · Medi le Pralctek !;er!:u1oinp ok Dol~ter Gigi sama dengan diata s, 

i" e t npi, totn.pi l>utir 1 1 2 da;, :3 ,jj_ ;:La s tidak merupalcan keharus nr! . 

JAKART A 

5 MEI 1987 

MBINAAN KE5~HA~N 

-

.. 
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I.A MPIRAN IV 

in;ru TUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN 

1·:ESEHA TAN MAS YARAJCA T 

ih) : 664/BIN!CESMAS/DJ/V /1987 

'!' l'.;! f'i'AUG : PEWNJUK PELAKSANAAN UPA YA PELA

YANAN -KE3EHATAN SWAST.A DIBIDANG 

MEDIK DASAR. 

PUICA TATAH W~l.nK DAir PJU,AP011AH BERK.ALA 

Haff·O T. :1stansi 

Nomor Ijin 

Ali. r .n.t 

l{ o c.:a:nn tan 

lCabupaten/Kodya 

Propir.si 

Bulan - Tahun 

••••fll 4 1•4v"• · ••• ... t•tttt•••t••••••t••••••••• o •••••tt 

........................................... " . ~ ' " ''"' ;; 

'i t • t t t ' t ' • ' • t t • t e f t t t t t t t I t e I I e t I • e t • I t t t t t e t t t t t • t e 

.......................................... (,. ......... . 

.......... ~ ........................................ . 

...................... ' .................... .. ....... . 

............................................. ' ..... . 
I.APORAN BUI..ANAif DATA KESAKITAN 

I I 
,Tu ml ah kasus baru menurut gal.~·: ·· Jurnlah Kasus Jml. I i I o . ___ \! iTIUr._ th. 

--~ Kunjo ' Jonis Penyakit :i·ut \.l 
<~1 1-4 5-14 15-44 >45 Baru Lama Kaaua 

--·---- --·- " 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
···-·- ·- ··- - ·-··---- ·-1----

,_ ___ 
01 Pi~ iYAKI'r INFEKSI PADA usu.D 

1/} •I l l~vloi.'a 
- ·· - ··-- ---- ·-·-- ·- - .. .... ....... -- --·····-----·----- ... --··--·- .. .... -· . -· ·- -··- - -·--- 1-- --------
(l :fl)2 Dlare (terrnasuk tersangka 

Kolera) 
-- ·- . ···--· -

OlOJ Dysentri B..1.siler 
(Sigclosis) 

-··-----· ----·--- -- - - --· 
i)}.04 '.L'ipus r1erut 
--·-- - ·- -
01Ci'.) Paratifus .. -· -
0106 Infeksi penyakit yang laii11 

02 PT!:UYAKIT TUBERKUJ,OSA 
0201 TH Paru BTA (+) 
---··--· -----···------- ~ 

~ 
0202 '.l'B i:aru Kl in is 
-·---·-- ----- --- ··--·- ·· 
0203 TB a lat tubuh lain t erma-

fl Uk a lat pernafasan lnin 
····-- -·- -- -

0) l'~li YA KI '.P BAK TERI I.A.IN 
OJOl :Pou (surapar) 

-~---·- -·-·--- ~--

0 302 Kusra J, 
·--- ·-- _...__ ·- --- -
lJ ) \) j l<u:Jta non J, 

.. .. .... ·--- - ·- ··- ·--- ---- ·--··-----··-- ·-··- ·····-·- ····---- . --·- . . ...... 

\i :·~:i ... ~ _f!~ .~!:;_l'iu .. ---·- ----· i...-- - --···--- -
: " : · ·; .: .-t: uk Hoj [1n 

. -.. -·- -- ··- -· ·------------·-- ----· ·--·--· 
•.l >;o.1.::: 'i:0tanl.i::; 

-·· ... . -··- - ··----· - ------· 
() ';: J'1 An Lhrm~ 

-···-- ---- -- . -··· 
0308 Penyrlki t-penynl'i t yg.lain 
--- ·- · 

I 
I I 

. 
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oi;: o~) 1 l '..tlnl'i a Mix 
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1
1-··::i;1 :;~~:: ·-. ,-i-tn_1_1_p_a_p_e_m_o_r_'i_l_c.!:>-.,n-L_u_1~ · ---- · 

· :u, ·l,iY, ;-,torium (klinis) 
. . . . ······ !-···- -- . -· ---- i---.-L----'-----'-----+----+----+---
:; , · · ' P<m:-... :it .. penyaki t lain 

·· ·· '- · · · ---·-·· -·-·· · -·-----------~·----+------1----1-----'----~----l'-----+----
'"·, 'J.. 1 •.• 1 , \ u • I 

l 
l')j :' [ .f"," ' . ·~ · J · ri f<l·"·Ll ~1I 1' 

1;.,· ::. :Jiphil is 
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1lM3I'J! DAH AICIBA'.r KEI·AUDIAN 

1 
i!'ro.ir:1Jusia M 

Framl1usia TM 

f.: . ·· ., . . i Ji'ila;.lasis 
. -(.:-:-.:.:,· ' - i ·-c, ,. · ·· ·· ·· T·• n b 
.. ' . : .. _._ i.._:::_:;J_.1_1L_>. _ ... _ .• __ i_a_n_g·------~---+----i 

-~ .. -. ·-~;-i~~~~ :L =~~:~1n1bulc 
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